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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Baca APEL Hal. 7Baca SULTENG Hal. 7

Sulteng Ajukan 
Keberatan Soal 
Pencabutan Tuan 
Rumah FORNAS

Pemerintah Fokus Percepatan Pemulihan di Sigi

Apel Pagi Pemkab Morut Tekankan Soal Integritas ASN

Pemkab Sigi Cek Semburan
Air Bergas di Palolo

Komisi III DPRD Sulteng Bakal Cek 
Langsung Operasional PT CPM

Baca HASIL Hal. 7

Hasil Tes Urine, 28 ASN Pemda
Parigi Moutong Positif Narkoba ASN

Baca PEMERINTAH Hal. 7

Baca PEMKAB Hal. 7

KEPALA BNN Poso, Pradiptya Mahayana (kanan) menyerahkan dokumen hasil tes urine kepada Wakil Bupati 
Parigi Moutong, Abdul Sahid di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (3/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Hasil 
razia tes urine yang digelar 
Badan Narkotika Nasional 
(BNN) Poso di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pa-
rigi Moutong mengungkap 
fakta yang mengundang 
perhatian. 

Dari 1.108 peserta yang 
diperiksa selama empat hari, 

sebanyak 31 orang dinyata-
kan positif menggunakan 
zat tertentu yang berkaitan 
dengan narkotika maupun 
obat-obatan.

Dari jumlah tersebut, se-
banyak 28 orang merupa-
kan Aparatur Sipil Negara 
(ASN), termasuk seorang 
anggota DPRD, sementara 

tiga lainnya adalah pelajar 
tingkat SLTA. 

Temuan ini mendorong 
Pemerintah Kabupaten Pa-
rigi Moutong mengambil 
langkah awal berupa pen-
dekatan edukatif dan reha-
bilitasi bagi mereka yang 
memenuhi kriteria.

Wakil Bupati Parigi Mou-

tong, Abdul Sahid mengata-
kan pemeriksaan berlangs-
ung pada 21 hingga 24 Juli 
2026.

Menurutnya, tidak semua 
peserta yang dinyatakan 
positif akan langsung men-
jalani rehabilitasi.

SULTENG RAYA – Ko-
misi III DPRD Provinsi Su-
lawesi Tengah akan melaku-
kan kunjungan lapangan ke 
lokasi pertambangan PT Ci-
tra Palu Minerals (CPM) di 
Kelurahan Poboya, Kota 
Palu, pada pekan depan.

Kunjungan tersebut 
dilakukan untuk me-

ninda-

klanjuti berbagai aduan 
masyarakat terkait dugaan 
pencemaran lingkungan, 
rencana operasi tambang 
bawah tanah, serta kontri-
busi perusahaan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).

Rencana itu disepaka-
ti dalam Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) Komisi 
III DPRD Sulteng bersama 
sejumlah Organisasi Pe-
rangkat Daerah (OPD) mitra 
yang digelar di Palu, Jumat 
(31/7/2026).

Sekretaris Komisi  III 
DPRD Sulteng, Muhammad 
Safri, mengatakan kunjun-
gan lapangan diperlukan 
agar DPRD dapat memve-
rifikasi langsung berbagai 
laporan yang disampai-

kan masyarakat sekaligus 

Baca KOMISI III Hal. 7Muhammad Safri

SULTENG RAYA  – Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah secara resmi menyampaikan surat 
keberatan kepada Komite Olahraga Masyarakat 
Indonesia (KORMI) Nasional.

Keberatan itu terkait Keputusan Pengurus 
KORMI Nasional Nomor 016/SK/KORMINAS/
VII/2026 yang mencabut penetapan Sulawesi 
Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga 
Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027.

Keberatan tersebut disampaikan karena Pemer-
intah Provinsi Sulawesi Tengah menilai keputusan 
pencabutan dilakukan secara sepihak dan belum 
melalui mekanisme koordinasi, klarifikasi, maupun 
komunikasi yang memadai dengan pemerintah 
daerah sebagai pihak yang telah ditetapkan secara 
sah sebagai penyelenggara FORNAS IX Tahun 2027.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa pe-
netapan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah se-

SURAT protes Pemprov Sulteng tentang keberatan Soal 
Pencabutan Tuan Rumah FORNAS. FOTO: IST

TRANSISI DARURAT BERAKHIR

WAKIL Gubernur, Reny A Lamadjido memimpin Rapat Koordinasi Berakhirnya Status Transisi Darurat Gempa 
Bumi Sigi, Senin (3/8/2026). FOTO: BIRO ADPIM

SUASANA apel Pagi Pemkab Morut, Senin (3/8/2026). FOTO: IST

S U L T E N G  R A Y A  - 
Pemkab  Morowali Utara 
menggelar apel pagi yang 
diikuti seluruh Aparatur 
Sipil Negara (ASN), Senin 
(3/8/2026) di pelataran 
Kantor Bupati Morowali 
Utara.

Apel dipimpin oleh Asis-
ten I Bidang Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra), Krispen H. Masu, 
yang bertindak sebagai 
pembina apel.

CAMAT Palolo Muhammad Syukur mendampingi Bhabinkamtibmas dan 
Babinsa melakukan pemasangan police line di kawasan ditemukannya 
air mengandung gas di Desa Sarumana, Kecamatan Palolo, Kabupaten 
Sigi, Sulteng, Senin (3/8/2026). FOTO; ANTARA/CAMAT PALOLO

SULTENG RAYA  - Pe-
merintah Kabupaten (Pem-
kab) Sigi melibatkan Dinas 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk me-
nerjunkan tim ahli geologi di 
Desa Sarumana, Kecamatan 
Palolo terkait ditemukannya 

semburan air diduga men-
gandung gas dan mudah 
terbakar.

“Tentunya segera kami 
lakukan peninjauan ke 
lokasi itu dan memberikan 
laporan ke Dinas ESDM 
Sulteng untuk memeriksa 
kandungan apa yang ada 

di dalamnya sehingga ti-
dak menimbulkan kepani-
kan di tengah masyarakat,” 
kata Kepala Dinas Ling-
kungan Hidup Kabupa-
ten Sigi Heru Murtanto di 
Dolo, Senin.

SULTENG RAYA -  Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah mengakhiri masa 
transisi darurat menuju pe-
mulihan pascagempa bumi 
yang melanda wilayah Ka-
bupaten Sigi. 

Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah, dr. Reny A. Lamad-
jido menegaskan bahwa 
meskipun status transisi 
telah berakhir, pemerintah 
tetap berkomitmen melaku-
kan pemantauan dan evalu-
asi terhadap seluruh proses 
penanganan hingga tahap 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan 
Wakil Gubernur saat mem-
berikan arahan pada Rapat 
Koordinasi Berakhirnya 
Status Transisi Darurat ke 
Pemulihan Gempa Bumi di 
Wilayah Provinsi Sulawesi 
Tengah, yang berlangsung 
di Ruang Rapat Polibu, Kan-
tor Gubernur Sulawesi Ten-
gah, Senin (3/8/2026).

Rapat tersebut membahas 
evaluasi akhir pelaksanaan 
status transisi darurat menu-
ju pemulihan, sekaligus 
memastikan kesiapan peme-
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SULTENG RAYA –Setelah tiga 
hari menjadi target penyelidikan, 
kedua terduga pelaku pengedar 
sabu-sabu dibekuk Tim Satuan 
Reserse Narkoba (Satresnarkoba) 
Polres Parigi Moutong di Kilometer 
14 Desa Toboli Barat, Kecamatan 
Parigi Utara. Kedua pelaku yang saat 
itu menggunakan sepeda motor ber-
boncengan, dihentikan petugas dan 
dilakukan penggeledahan, Minggu 
(2/8/2026). 

Dari operasi tersebut, polisi men-
gamankan N (58), seorang pensi-
unan PNS, bersama R (55) seorang 
ibu rumah tangga (IRT). Keduanya 
merupakan warga Desa Masigi, Ke-
camatan Parigi, yang diduga hendak 
mengedarkan narkotika jenis sabu di 
wilayah Parigi dan sekitarnya.

Penggeledahan yang dilakukan 
petugas menyita empat paket plastik 
bening berisi kristal yang diduga 
sabu dengan berat bruto sekitar 4,79 
gram. Barang haram itu ditemukan 
tersimpan di dalam kantong samping 
tas hitam milik salah satu terduga 
pelaku.

Selain sabu, polisi turut menyita 
satu buah tas hitam, plastik bening 
kosong, satu pak plastik bening 
kosong, serta satu unit sepeda motor 

Yamaha Vixion merah yang diduga 
digunakan dalam aktivitas tersebut.

Terbongkarnya kasus ini berawal 
dari informasi masyarakat yang 
mencurigai aktivitas kedua terduga 
pelaku yang disebut kerap bolak-
balik ke Kelurahan Kayumalue, 
Kota Palu. Laporan itu kemudian 
ditindaklanjuti Satresnarkoba Polres 
Parigi Moutong dengan penyelidikan 
intensif selama tiga hari.

Setelah memastikan informasi 
tersebut akurat, Tim Opsnal yang 
dipimpin Kanit I Opsnal Aipda 
Muliyadi Bakri, S.H melakukan 
pencegatan di Jalan Trans Sulawesi, 
tepatnya di Kilometer 14 jalur Kebun 
Kopi Desa Toboli Barat. Operasi itu 
membuahkan hasil. Barang bukti 
sabu berhasil diamankan sebelum 
beredar di tengah masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan awal, 
kedua terduga pelaku mengaku 
memperoleh sabu tersebut dari se-
orang pria berinisial O di Kelurahan 
Kayumalue. Barang itu dijemput 
langsung sebelum dibawa menuju 
Kabupaten Parigi Moutong untuk 
diduga diedarkan.

Kasat Resnarkoba Polres Parigi 
Moutong Iptu Nicho Eliezer, S.Tr.K., 
M.Si, mengatakan keberhasilan pen-

gungkapan kasus ini tidak lepas dari 
kerja keras personel serta dukungan 
masyarakat yang berani memberikan 
informasi.

“Pengungkapan ini merupakan 
bentuk komitmen Polres Parigi 
Moutong dalam memutus mata ran-
tai peredaran narkotika di wilayah 
hukum kami. Kami mengapresiasi 
peran aktif masyarakat yang telah 
memberikan informasi sehingga 
kasus ini berhasil diungkap. Kami 
juga akan terus melakukan pengem-
bangan untuk mengungkap jaringan 
pemasok dan pihak-pihak lain yang 
terlibat,” tegasnya.

Saat ini kedua terduga pelaku 
bersama seluruh barang bukti te-
lah diamankan di Mapolres Parigi 
Moutong untuk menjalani proses 
penyidikan lebih lanjut. Polisi juga 
masih memburu pemasok yang 
diduga berada di Kota Palu guna 
mengungkap jaringan peredaran 
narkotika yang lebih luas.

Atas dugaan perbuatannya, kedua 
terduga pelaku dipersangkakan 
melanggar Pasal 114 ayat (1) Un-
dang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dan terancam 
menjalani proses hukum sesuai ke-
tentuan yang berlaku. AJI

DUA terduga terduga pelaku pengedar sabu yang berhasil dibekuk Satresnarkoba Polres Parigi Moutong di Kilometer 14 Jalur 
Kebun Desa Toboli Barat Kecamatan Parigi Utara, Minggu (2/8/2026).FOTO: IST

SULTENG RAYA – Di tengah 
kebijakan efisiensi anggaran yang 
terus digaungkan pemerintah, 
perjalanan dinas rombongan Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) Ka-
bupaten Parigi Moutong (Parmout) 
ke Balikpapan, Kalimantan Timur, 
menjadi perhatian publik. Bukan 
semata karena pelaksanaannya, 
tetapi juga lantaran muncul dugaan 
adanya peserta dari luar lingkun-
gan Bapenda yang ikut dalam 
rombongan tersebut.

Informasi yang dihimpun Sul-
teng Raya menyebutkan rombon-
gan dipimpin Sekretaris Bapenda 
Kabupaten Parmout dengan jumlah 
peserta sekitar 10 orang. Di tengah 
berjalannya kegiatan itu, beredar 
kabar yang menyebut seorang 
yang diduga merupakan suami 
Sekretaris Bapenda turut mengikuti 
perjalanan dinas tersebut.

Isu itu kemudian memunculkan 
beragam pertanyaan di tengah 
masyarakat. Publik menyoroti 
dasar penugasan, urgensi kei-
kutsertaan setiap peserta, hingga 
sumber pembiayaan apabila benar 
terdapat peserta yang bukan me-
rupakan pegawai Bapenda atau 
tidak memiliki tugas kedinasan.

Sorotan tersebut juga tidak lepas 
dari komitmen pemerintah dalam 
menerapkan efisiensi belanja dae-
rah. Masyarakat berharap setiap 
perjalanan dinas benar-benar mem-
berikan manfaat yang terukur serta 
dilaksanakan secara efektif, efisien, 
dan akuntabel.

Apabila informasi yang beredar 
terbukti benar, masyarakat memin-
ta Pemerintah Kabupaten Parmout 
memberikan penjelasan secara 
terbuka mengenai tujuan kegiatan, 
daftar peserta, dasar penugasan 
masing-masing peserta, serta sum-
ber anggaran yang digunakan agar 
tidak menimbulkan spekulasi di 
ruang publik.

Menanggapi isu tersebut, Ke-
pala Bapenda Kabupaten Parigi 
Moutong, Moh. Yasir, membantah 
adanya peserta non pegawai dalam 
rombongan perjalanan dinas ke 
Balikpapan.

“Tidak ada yang bukan pega-
wai Bapenda. Semua yang ikut 

adalah pegawai Bapenda dan 
merupakan bagian dari Tim Elek-
tronifikasi Transaksi Pemerintah 
Daerah (ETPD),” tegas Yasir saat 
dikonfirmasi Sulteng Raya, Minggu 
(2/8/2026) malam.

Yasir menjelaskan, seluruh peser-
ta berjumlah 10 orang merupakan 
anggota Tim ETPD yang melaku-
kan studi banding ke Kota Balik-
papan untuk mempelajari imple-
mentasi Elektronifikasi Transaksi 
Pemerintah Daerah. Menurutnya, 
Balikpapan dipilih karena dinilai 
sebagai salah satu daerah terbaik 
dalam penerapan ETPD.

Ia menuturkan, kunjungan terse-
but merupakan bagian dari upaya 
meningkatkan kualitas penerapan 
ETPD di Kabupaten Parmput. 
Dalam kegiatan itu turut hadir 
Sekretaris Daerah Parmout, se-
mentara dirinya tidak ikut karena 
memiliki agenda lain.

Di sisi lain, Yasir mengakui ang-
garan perjalanan dinas yang terse-
dia pada awalnya hanya mencu-
kupi enam orang. Namun, karena 
Tim ETPD terdiri atas 10 anggota, 
rombongan memilih menggunakan 
transportasi laut sebagai langkah 
efisiensi agar seluruh anggota tim 
tetap dapat mengikuti kegiatan.

“Kalau menggunakan pesawat 
biayanya jauh lebih mahal. Karena 
timnya ada 10 orang, akhirnya di-
pilih naik kapal supaya anggaran 
yang tersedia bisa mencukupi,” 
jelasnya.

Menurut Yasir, kunjungan terse-
but juga berkaitan dengan proses 
penilaian ETPD. Ia mengungkap-
kan Kabupaten Parmout sebe-
lumnya berhasil meraih peringkat 
pertama implementasi ETPD di 
Sulawesi Tengah berdasarkan 
penilaian Bank Indonesia. Karena 
itu, pengalaman Balikpapan di-
harapkan dapat menjadi referensi 
untuk memperkuat implementasi 
ETPD di daerah.

“Balikpapan termasuk daerah 
terbaik dalam penerapan ETPD. 
Karena itu kami ingin melihat 
langsung bagaimana implementa-
sinya sebagai bahan pembelajaran 
dan penguatan ETPD di Parmout,”-
pungkasnya. AJI

SULTENG RAYA – Polres Tojo 
Una-una (Touna) melalui dukungan 
terhadap Program Taruna Bakti 
Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Ka-
bupaten Touna terus memperkuat 
sinergi dalam pembinaan karakter, 
disiplin, dan wawasan kebangsaan 
bagi generasi muda. Kegiatan yang 
berlangsung di Sekolah Rakyat Tou-
na, diawali dengan penyambutan 
Tim Taruna Bakti yang dipimpin 
AKP Novrialdi selaku pendamping, 
Senin (3/8/2026).

Rombongan disambut secara adat 
melalui tari penyambutan, dilanjut-
kan atraksi Polisi Cilik (Pocil), sebe-
lum mengikuti pembukaan secara 
seremonial di Aula Sekolah Rakyat.

Tim Taruna Bakti terdiri dari AKP 
Novrialdi, Ipda Mohammad Iqbal, 
S.Kom., serta para Brigkatar Razzak 
Nukatilu Assant, Yumaldi Limtiza-
du, Ruzano Albasith Mobring Fervi, 
Bernardo Garba Sampurna Jaya, dan 
Junior Gerrard Silalahi.

Kegiatan turut dihadiri Kapolsek 
Ampana Tete AKP Hartono, Danra-
mil Ampana Tete Kapten Inf Bolo, 
KBO Binmas Polres Tojo Una-Una 
Aiptu Sempo, S.Sos., mewakili Kasat 
Binmas Polres Tojo Una-Una, Per-
wira Penghubung Kabupaten Tojo 
Una-Una Mayor Inf Kingking, KBO 
Intelkam Polres Tojo Una-Una Iptu 
Imran Paloa, Kepala Sekolah Rakyat 
Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-
Una Rahliahanafni, S.Pd., M.Pd., 
para dewan guru, Bhabinkamtibmas, 
Babinsa Desa Kajulangko, serta se-
luruh siswa.

Novrialdi, menyampaikan kegi-
atan ini merupakan bagian dari upa-

SULTENG RAYA – Per-
sonel Kompi 4 Batalyon A 
Pelopor Satbrimob Polda 
Sulawesi Tengah melaksa-
nakan patroli Search and 
Rescue (SAR) di kawasan 
Dermaga Tanjung Batu, Ke-
lurahan Baru, Kecamatan 
Baolan, Kabupaten Toli-
toli, Minggu (2/8/2026). 
Kegiatan tersebut dilaku-
kan untuk meningkatkan 
kewaspadaan terhadap 
potensi kecelakaan ser-
ta memastikan keamanan 
masyarakat yang berakti-
vitas di kawasan perairan 
saat hari libur.

Patroli dilaksanakan den-
gan menyusuri dan me-
mantau kondisi di sekitar 
dermaga, termasuk aktivitas 

warga yang datang bersama 
keluarga untuk menghabis-
kan waktu libur. Personel 
melakukan pengawasan 
terhadap situasi di lokasi 
sebagai langkah antisipasi 
apabila terjadi keadaan dar-
urat yang membutuhkan pe-
nanganan atau pertolongan 
dengan cepat.

Selama kegiatan ber-
langsung, personel turut 
memberikan imbauan kepa-
da masyarakat agar senan-
tiasa memperhatikan faktor 
keselamatan ketika berada 
di sekitar dermaga. Warga 
diingatkan untuk mening-
katkan kewaspadaan, khu-
susnya saat beraktivitas 
di area yang berdekatan 
dengan perairan, serta me-

mastikan anggota keluarga 
tetap berada dalam penga-
wasan.

Danki 4 Batalyon A Pe-
lopor Satbrimob Polda Sul-
teng, AKP Suharyono men-
gatakan,  kegiatan patroli 
juga menjadi sarana untuk 
memastikan kesiapan per-
sonel dalam memberikan 
respons terhadap kondisi 
darurat di kawasan tersebut. 
Melalui patroli SAR secara 
berkala, Kompi 4 Batalyon 
A Pelopor Satbrimob Polda 
Sulawesi Tengah berupaya 
mendukung terciptanya 
situasi yang aman sekaligus 
memberikan perlindungan 
bagi masyarakat yang berak-
tivitas di wilayah perairan 
Kabupaten Tolitoli. AMR

Taruna Bakti Polri Bangun 
Karakter Siswa di Touna

PERSONEL Satbrimob Polda Sulteng, saat mengawasi aktivitas masyarakat di kawasan Dermaga 
Tanjung Batu, Minggu (2/8/2026). FOTO:DOK.SATBRIMOB POLDA SULTENG

Personel Brimob Patroli SAR 
di Dermaga Tanjung Batu

TIM Taruna Bakti Polri, saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Touna, Senin (3/8/2026). FOTO: IST 

Pensiunan PNS 
dan IRT Tertangkap 

Edarkan Sabu

ya Polri untuk menanamkan nilai-ni-
lai kedisiplinan, tanggung jawab, 
kepemimpinan, serta membangun 
karakter positif peserta didik melalui 
pendekatan edukatif dan humanis.

“Kami bersyukur dapat hadir di 
Kabupaten Tojo Una-Una untuk 
melaksanakan kegiatan Taruna Bakti 
selama lima hari. Program ini men-
jadi wadah bagi para taruna untuk 
berbagi pengalaman, pengetahuan, 
serta memberikan motivasi kepada 
adik-adik siswa agar terus semangat 
belajar dan mempersiapkan diri men-
jadi generasi penerus bangsa yang 
berkarakter,”ujar Novrialdi.

Ia menjelaskan bahwa selama pe-
laksanaan kegiatan, para taruna akan 
memberikan berbagai materi pem-
binaan sekaligus membuka ruang 
diskusi dengan para siswa sehingga 
tercipta komunikasi yang interaktif 
dan edukatif.

“Adik-adik peserta didik kami 
harapkan aktif bertanya, berdiskusi, 
dan menyerap setiap materi yang di-
berikan. Jadikan kegiatan ini sebagai 
bekal untuk membangun disiplin, 

rasa percaya diri, jiwa kepemimpi-
nan, serta semangat meraih cita-cita,” 
lanjutnya.

Novrialdi menegaskan bahwa 
kehadiran Taruna Bakti merupakan 
bentuk nyata pengabdian Polri ke-
pada masyarakat, khususnya dalam 
mendukung pembangunan sumber 
daya manusia yang unggul sejak 
usia dini.

Melalui sinergi antara Polri, TNI, 
pemerintah daerah, dan pihak se-
kolah, diharapkan kegiatan Taruna 
Bakti mampu memberikan dampak 
positif bagi pembentukan karakter 
peserta didik, meningkatkan wa-
wasan kebangsaan, serta menum-
buhkan budaya disiplin sebagai 
bekal menghadapi tantangan masa 
depan.

Program Taruna Bakti di Sekolah 
Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten 
Touna dijadwalkan berlangsung 
pada 3 hingga 7 Agustus 2026 dengan 
berbagai materi pembinaan karakter, 
kepemimpinan, kedisiplinan, serta 
penguatan nilai-nilai kebangsaan 
bagi para siswa. AMR

PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN DISOROT

Kepala Bapenda 
Parmout: Semua yang 
Ikut Adalah Pegawai 
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Kinerja tersebut selaras 
dengan arah transforma-
si Telkom Group sebagai 
strategic holding digital 
nasional di bawah penge-
lolaan Danantara Indonesia. 
Transformasi ini mendorong 
penguatan tata kelola, pe-
ningkatan fokus bisnis, op-
timalisasi aset, serta orga-
nisasi yang semakin lincah 
dalam menjawab kebutuhan 
ekosistem digital nasional. 
Sebagai operating company, 
Telkomsel menerjemahkan 
arah tersebut melalui inves-
tasi yang disiplin, penguatan 
kualitas jaringan, penyeder-
hanaan produk dan layanan, 
serta pengalaman pelanggan 
yang semakin praktis.

Tumbuh Sehat Dengan 
Memberi Nilai Lebih Bagi 
Pelanggan

Pada Semester I 2026, 

Telkomsel membukukan 
pendapatan sebesar Rp55,6 
triliun, tumbuh 3,3% di-
bandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya. 
EBITDA pun meningkat 
8,6% menjadi Rp26,1 triliun, 
dengan margin menguat 
dari 44,6% menjadi 46,9%. 
Laba bersih tumbuh 8,3% 
menjadi Rp10,4 triliun, men-
cerminkan pertumbuhan 
yang semakin berkualitas, 
operasional yang efisien, 
serta pelaksanaan investasi 
yang terarah.

Angka pertumbuhan 
tahunan itu didukung oleh 
pendapatan bisnis mobi-
le yang meningkat 5,6% 
menjadi Rp42,8 triliun dan 
pendapatan bisnis digital 
yang tumbuh 11,0% menjadi 
Rp40,8 triliun. Konsumsi 
data juga meningkat 0,8% di-

PERFORMANSI Telkomsel H1 2026_1A-1C: Telkomsel membukukan kinerja positif pada H1 2026 
dengan pendapatan mencapai Rp55,6 triliun (+3,3% YoY), EBITDA Rp26,1 triliun (+8,6% YoY), dan 
laba bersih Rp10,4 triliun (+8,3% YoY), mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan profitabilitas 
yang semakin berkualitas. FOTO: TELKOMSEL

Telkomsel Tumbuh Sehat di Semester I 2026
SULTENG RAYA – Fokus pada kebutuhan 
pelanggan dan konsistensi menghadirkan 
layanan dengan semangat “Melayani Se-
penuh Hati” terus memperkuat fundamen-
tal bisnis Telkomsel. Sepanjang Semester I 
2026, Telkomsel mencatatkan pertumbuhan 
pendapatan dan profitabilitas positif. Capai-
an ini menunjukkan bagaimana transformasi 
BUMN dapat memberikan manfaat nyata 
ketika diwujudkan melalui layanan yang se-
makin aman, andal, praktis, dan relevan bagi 
pelanggan.

banding tahun sebelumnya 
menjadi 11,8 juta terabyte, 
menunjukkan peran konek-
tivitas yang semakin besar 
dalam membantu pelanggan 
bekerja, belajar, menjalan-
kan usaha, dan menikmati 
layanan digital.

Direktur Utama Telkom-
sel, Nugroho, mengatakan, 
capaian Semester I 2026 
merupakan hasil dari ke-

percayaan pelanggan serta 
kerja bersama seluruh in-
san Telkomsel untuk terus 
melayani dengan sepenuh 
hati. “Kami menyampaikan 
apresiasi kepada seluruh pe-
langgan, Telkom Indonesia 
sebagai perusahaan induk, 
serta Danantara Indonesia 
yang terus memperkuat 
arah transformasi, tata ke-
lola, dan daya saing Telkom 

Group,” katanya.
Pertumbuhan Berkuali-

tas Ditopang Produktivitas 
Pelanggan dan Keandalan 
Jaringan

Adapun pertumbuhan 
bisnis mobile yang sehat 
didukung melalui penye-
derhanaan produk, disiplin 
penawaran, dan pening-
katan adopsi layanan den-
gan nilai tambah yang lebih 

relevan. Pada Semester I 
2026, rata-rata pendapatan 
per pelanggan mobile me-
ningkat 9,0% dibanding 
tahun sebelumnya menjadi 
Rp45,6 ribu, dengan basis 
pelanggan mencapai 153,5 
juta. Capaian ini mencer-
minkan peningkatan pro-
duktivitas pelanggan dan 
kebutuhan yang semakin 
kuat terhadap layanan digi-
tal Telkomsel.

Untuk menjaga kualitas 
pengalaman pelanggan, 
hingga akhir Juni 2026 Tel-
komsel mengoperasikan 
sekitar 301 ribu BTS, yang 
terdiri atas sekitar 246 ribu 
BTS 4G, 6 ribu BTS 5G, dan 
49 ribu BTS 2G. Penguatan 
jaringan dilakukan secara 
terarah untuk menghadir-
kan layanan yang semakin 
cepat, stabil, dan responsif, 
sekaligus memastikan inve-
stasi mendukung pertum-
buhan bisnis yang sehat dan 
berkelanjutan.

Pada layanan fixed broad-
band, Telkomsel melakukan 
kalibrasi strategis untuk 
membangun basis pelang-
gan yang lebih sehat, pro-
duktif, dan berkelanjutan. 
Langkah ini menghasilkan 
sekitar 9,5 juta pelanggan, 
dengan pendapatan tumbuh 
0,6% secara kuartalan, rata-
rata pendapatan per pelang-
gan meningkat 3,4% menjadi 
Rp210,8 ribu, dan penetrasi 
konvergensi mencapai seki-

tar 65%. Ke depan, Telkom-
sel akan terus meningkatkan 
kualitas layanan dan meng-
optimalkan jaringan untuk 
memperkuat fundamental 
bisnis fixed broadband, ser-
ta mengembangkan solusi 
konvergensi yang semakin 
relevan dengan kebutuhan 
pelanggan guna mendu-
kung pertumbuhan yang 
sehat dan berkelanjutan.

Dengan fundamental bis-
nis yang semakin sehat, ku-
alitas pelanggan yang men-
guat, serta dukungan trans-
formasi Telkom Group dan 
arah pengelolaan Danantara 
Indonesia, Telkomsel berko-
mitmen terus menghadirkan 
pengalaman layanan tele-
komunikasi digital terbaik 
dan mendorong kemajuan 
Indonesia melalui semangat 
“Melayani Sepenuh Hati.”

“Sebagai penyedia lay-
anan telekomunikasi digital 
terdepan, tanggung jawab 
kami adalah memastikan 
transformasi benar-benar 
terasa oleh pelanggan mel-
alui jaringan yang semakin 
andal, layanan yang lebih 
praktis, perlindungan di-
gital yang semakin kuat, 
dan pengalaman yang terus 
membaik. Kami akan terus 
berinovasi agar setiap kema-
juan teknologi memberikan 
manfaat nyata bagi setiap 
orang, rumah, dan kegiatan 
bisnis di Indonesia,” jelas 
Nugroho.*/HJ

SULTENG RAYA - PT 
PLN (Persero) menegas-
kan komitmennya dalam 
mendukung kegiatan ke-
masyarakatan dan pelesta-
rian budaya lokal melalui 
penyediaan pasokan listrik 
yang andal. 

Melalui Unit Layanan Pe-
langgan Tamako, PLN suk-
ses mengawal kelancaran 
Lomba Masamper bertema 
"Oikumene Bermazmur" 
yang berlangsung pada 
22–24 Juli 2026 di Kampung 
Manalu, Kecamatan Tama-
ko, Kabupaten Kepulauan 
Sangihe.

Untuk menjaga kean-
dalan pasokan selama acara 
berlangsung, PLN men-
gerahkan tim teknis yaitu 
Petugas Pelayanan Teknik 
dan Pegawai Teknik un-
tuk siaga penuh di lokasi. 
PLN juga memanfaatkan 
Layanan Produk Multiguna, 
layanan penyediaan listrik 
sementara yang aman dan 
fleksibel guna memenuhi 
seluruh kebutuhan daya 
perlombaan secara optimal 
sesuai standar keselamatan 
ketenagalistrikan.

General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi (UID) 
Sulawesi Utara, Tengah, dan 
Gorontalo (Suluttenggo), 
Usman Bangun, menyam-
paikan bahwa komitmen 
PLN tidak sekadar men-
yalurkan energi listrik, me-
lainkan juga mendukung ak-
tivitas sosial-budaya masya-
rakat hingga ke pelosok dan 
wilayah kepulauan.

"Masamper adalah wa-
risan budaya yang kaya 
akan nilai spiritual, sosial, 
dan kebersamaan masyara-
kat Kepulauan Sangihe. PLN 
hadir untuk memastikan 
keandalan listrik sehingga 
momentum berharga ini, 
yang juga menyambut HUT 
ke-81 Republik Indonesia, 
dapat berlangsung meriah, 
aman, dan berkesan bagi se-
luruh peserta maupun pen-

gunjung," ungkap Usman.
Sementara itu, Manager 

PT PLN (Persero) ULP Ta-
mako, Rendy Kolonio, men-
ambahkan bahwa kesiapan 
personel dan fleksibilitas 
layanan PLN menjadi priori-
tas utama dalam mengawal 
setiap ajang kemasyarakatan 
di wilayah kerjanya.

"PLN bertanggung ja-
wab memastikan setiap ak-
tivitas masyarakat yang 
membutuhkan dukungan 
kelistrikan dapat berjalan 
tanpa gangguan. Melalui 
ketersediaan personel di 
lapangan dan Layanan Pro-
duk Multiguna, kami me-
mastikan seluruh rangkaian 
kegiatan Lomba Masamper 
dapat terpenuhi kebutuhan 
energinya secara maksimal," 
ungkap Rendy.

D u k u n g a n  t e r s e b u t 
mendapat apresiasi hangat 
dari pihak penyelenggara. 
Perwakilan panitia kegiatan, 
Pdt. Fransiska, menyampai-
kan rasa terima kasih atas 
kesiapsiagaan dan pelay-
anan responsif dari tim PLN 
ULP Tamako.

"Kami mengucapkan te-
rima kasih dan apresiasi se-
besar-besarnya kepada PLN 
ULP Tamako yang sejak 
awal memberikan perhatian 
penuh. Kesiapan personel di 
lapangan serta kemudahan 
Layanan Produk Multiguna 
memberikan rasa tenang 
bagi kami panitia, sehingga 
fokus acara dapat berjalan 
lancar dari awal hingga 
akhir," ungkap Pdt. Fran-
siska.

Melalui sinergi erat antara 
PLN, panitia, pemerintah 
daerah, dan masyarakat, 
PLN membuktikan bahwa 
menghadirkan energi yang 
andal tidak hanya meneran-
gi panggung acara, tetapi 
juga menggerakkan seman-
gat persatuan, menjaga ke-
lestarian budaya daerah, 
dan mendorong kemajuan 
bersama.*/HJ

PANGGUNG lomba Masamper di Sangihe. FOTO: PLN

PLN Sukseskan Lomba 
Masamper "Oikumene 
Bermazmur" di Sangihe

SULTENG RAYA - Me-
lalui Biro Perencanaan dan 
Anggaran (Rorena), Polda 
Sulawesi Tengah (Sulteng) 
menggelar kegiatan Analisis 
dan Evaluasi (Anev) Pen-
guatan Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(AKIP) Jajaran Polda Su-
lawesi Tengah serta Anev 
Input Aplikasi SI-ABK Pre-
sisi Tahun 2026 di salah 
satu hotel di Palu, Rabu 
(29/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka 
oleh Kepala Bagian Refor-
masi Birokrasi Polri (Kabag 
RBP) Rorena Polda Sulteng, 
AKBP Yardi Kamril, yang 
membacakan sambutan Ke-
pala Biro Perencanaan dan 
Anggaran Polda Sulawesi 
Tengah, Kombes Pol. Edwin 
Oktavianus Ali, S.I.K.

Acara tersebut dihadi-
ri oleh para Kabag Satker 
Rorena Polda Sulteng, para 
Kasubbagrenmin Satker Pol-
da Sulteng, para Kabagren 
Polres jajaran, para operator 
SI-ABK Presisi, serta para 
peserta Anev.

Dalam sambutannya, 
Karorena  menegaskan 
bahwa reformasi birokra-
si merupakan kebutuhan 
mendasar dalam menjawab 
tantangan global serta me-
ningkatnya tuntutan masy-
arakat terhadap pelayanan 
publik yang berkualitas. 
Reformasi birokrasi menjadi 
instrumen penting dalam 
mewujudkan tata kelola pe-
merintahan yang baik (good 
governance) melalui pene-
rapan prinsip transparansi, 
partisipasi, akuntabilitas, 
dan koordinasi.

Karorena juga menyam-
paikan bahwa berdasarkan 

SULTENG RAYA - Pangli-
ma Kodam (Pangdam) XXIII/
Palaka Wira (PW), Mayjen 
TNI J. Binsar P. Sianipar, me-
mimpin kegiatan Lari 5K yang 
diikuti para Prajurit Kodam 
XXIII/Palaka Wira, Palu, Se-
lasa (28/7/2026).

Kegiatan olahraga bersama 
ini diawali dengan pengece-
kan personel pada pukul 06.00 
Wita, dilanjutkan apel pagi 
dan pemanasan, kemudian 
pelepasan Personel lari 5K.

Rute lari dimulai dari Ma-
kodam XXIII/Palaka Wira 
menuju Jalan Moh. Hatta, 
Jalan Suprapto, Jalan Hang 
Tuah, Jalan Kangguru, Jalan 
Rusa, Jalan Domba, Jalan Yos 
Sudarso, Jalan Sam Ratulangi, 
Jalan Jenderal Sudirman, dan 
kembali finis di Makodam 
XXIII/Palaka Wira.

Kegiatan ini merupakan ba-
gian dari pembinaan fisik ru-
tin untuk menjaga kebugaran 
jasmani sekaligus mempererat 
kebersamaan dan soliditas 
antar Prajurit di lingkungan 
Kodam XXIII/Palaka Wira. 

Dengan kondisi fisik yang 

prima, setiap prajurit diha-
rapkan mampu melaksanakan 
tugas pokok secara profe-
sional, responsif, integratif, 
modern, dan adaptif dalam 
mendukung pelaksanaan 
tugas TNI AD.

Selama kegiatan berlangs-
ung, seluruh peserta mengiku-
ti rangkaian olahraga dengan 
penuh semangat, tertib, dan 
tetap mengutamakan faktor 
keamanan serta keselamatan 
hingga kegiatan berakhir. 
Kegiatan Lari 5 K ditutup den-
gan pemberian penghargaan 
kepada 10 orang Prajurit yang 
berhasil finish pada urutan 
pertama.

Kodam XXIII/Palaka Wira 
terus berkomitmen mening-
katkan kemampuan dan ke-
siapan fisik prajurit melalui 
pembinaan yang terukur dan 
berkelanjutan. Dengan fisik 
yang prima, setiap prajurit 
diharapkan mampu melaksa-
nakan setiap tantangan tugas 
dan tanggung jawab yang 
diamanahkan negara secara 
profesional, tangguh, dan 
optimal.*/YAT

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar, saat 
memimpin kegiatan Lari 5K yang diikuti para Prajurit Kodam XXIII/
Palaka Wira, Palu, Selasa (28/7/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam XXIII/PW Pimpin Lari 
5K Prajurit untuk Jaga Fisik Prima

KABAG RBP Rorena Polda Sulteng, AKBP Yardi Kamril, saat 
membacakan sambutan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran 
Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Edwin Oktavianus Ali, di 
salah satu hotel di Palu, Rabu (29/7/2026). FOTO: BIDHUMAS 
POLDA SULTENG

Polda Sulteng Gelar Anev Penguatan Nilai AKIP 
dan Evaluasi Input SI-ABK Presisi 2026

hasil evaluasi dan reko-
mendasi Akuntabilitas Ki-
nerja Instansi Pemerintah 
(AKIP) oleh Itwasum Polri, 
nilai AKIP Polda Sulawesi 
Tengah pada tahun 2025 
mencapai 79,44 dengan 
kategori BB, meningkat 
dibandingkan tahun 2024 
yang memperoleh nilai 78,08 
dengan kategori yang sama. 
Peningkatan tersebut diha-
rapkan menjadi motivasi 
bagi seluruh satuan kerja 
dan satuan wilayah untuk 
terus memperbaiki kualitas 
perencanaan, pelaksanaan, 
serta pelaporan kinerja.

Selain itu, Karorena mene-
kankan pentingnya pelaksa-
naan Analisis Beban Kerja 
(ABK) di lingkungan Polri 
sebagai dasar dalam men-
getahui kebutuhan perso-

nel, efektivitas pelaksanaan 
tugas, penyusunan formasi 
pegawai yang rasional, hing-
ga mewujudkan organisasi 
Polri yang tepat fungsi dan 
tepat ukuran.

ABK juga memiliki man-
faat strategis, di antaranya 
sebagai dasar penyempur-
naan struktur organisasi, 
penilaian prestasi kerja, 
penyempurnaan sistem dan 
prosedur kerja, peningkatan 
kinerja unit kerja, penyus-
unan standar beban kerja, 
penyusunan daftar susunan 
pegawai, serta mendukung 
program mutasi personel 
secara proporsional sesuai 
kebutuhan organisasi.

Karorena juga menyam-
paikan sejumlah penekanan 
sebagai tindak lanjut hasil 
Anev Stamarena Polri, yaitu 
agar seluruh Satker dan Sat-
wil melakukan penginputan 
SI-ABK Presisi secara rutin, 
memastikan data yang di-
input sesuai dengan uraian 
tugas dan fungsi kepolisian, 
serta menyesuaikan dengan 
data dukung dan jumlah riil 
personel yang ada.

Mengakhiri sambutannya, 
Karorena berharap seluruh 
peserta, khususnya para 
operator SI-ABK Presisi, 
dapat mengikuti kegiatan 
dengan sungguh-sungguh 
sebagai bagian dari tang-
gung jawab dalam mendu-
kung peningkatan akun-
tabilitas kinerja dan tata 
kelola organisasi Polri yang 
semakin profesional, mo-
dern, dan terpercaya.

Kegiatan Anev Penguatan 
Nilai AKIP dan Evaluasi In-
put Aplikasi SI-ABK Presisi 
Tahun 2026 secara resmi di-
buka dengan harapan dapat 
meningkatkan kualitas pe-
rencanaan, akuntabilitas ki-
nerja, serta optimalisasi pe-
manfaatan aplikasi SI-ABK 
Presisi di seluruh jajaran 
Polda Sulawesi Tengah.*/YAT
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Afriyana Indra Dewi, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 03082/Tondo, LT 105 m² an. Sarmadan, S.Pd, terletak di 
Kel. Tondo, Kec. Mantikulore (dh. Palu Timur), Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 123,952,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 26,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 04 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Masita, berupa :         
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 42/Kapiroe, LT 302 m² an. Ahmad Lakatu, terletak di Jl. 
Poros Palolo – Napu, Desa/Kel. Kapiroe, Kec. Palolo (dh. Sigi Biromaru), Kab. Sigi (dh. Donggala), Prov. Sulawesi 
Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 211,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 42,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:20 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id      
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 04 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Novita Toha, berupa :         
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 72/Galuga, LT : 238 m² a.n. Novita Toha, terletak di Jl. 
Lingkungan, Desa Galuga, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una, Prop. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 86,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 19,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 04 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Risman, berupa :         
Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai SHM No. 00318/Sabang, LT 1.223 m² an. 
Risman, terletak di Desa Sabang, Kec. Galang, Kab. Toli Toli, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 69,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 15,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:25 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id      
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 04 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Adrian Ottay, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 271 m2 sesuai SHM No. 00001/Leboni tanggal 08/11/2004 an. Adrian Otay, berikut bangunan di 

atasnya  yang terletak di Jalan Pompanowa I, Desa Leboni, Kecamatan Pamona Pusalemba (dahulu Pamona Utara), 
Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. 

 Harga Limit Lelang Rp. 124.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 27.000.000,- 
 
b. Sebidang tanah seluas 575 m2 sesuai SHM No. 29/Tonusu tanggal 14/12/1981 an. Adrian Ottay, berikut bangunan di 

atasnya  yang terletak di Jalan Lingkungan, Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Pusalemba (dahulu Wilayah Pamona 
Utara), Kabupaten Poso (dahulu Dati II Poso), Provinsi Sulawesi Tengah (dahulu Dati I Sulawesi Tengah). 

 Harga Limit Lelang Rp. 251.800.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 53.000.000,- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026 

Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server) / 10:30 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 04 Agustus 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Hendra AP, berupa : 
Sebidang tanah seluas 438 m2 sesuai SHM No. 134/Labuan Toposo tanggal 02/07/2008 an. Hendra Ahmad Puansae, berikut 
bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kapuk Indah (Nomor Tidak Tertera), Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan, 
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 269.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 57.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026 

Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:35 WIB (sesuai waktu server) / 10:35 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 04 Agustus 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 

PENGUMUMAN KEDUA 
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
James Cornelis Mendolok, berupa : 
Sebidang tanah kosong seluas 623 m2 sesuai SHM No. 87/Maahas tanggal 24/07/2014 an. Jonny Krismanto Mendolok yang 
terletak di Jalan Lingkungan, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Luwuk), Kota Banggai, Provinsi Sulawesi 
Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 128.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 27.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026 

Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server) / 10:15 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 04 Agustus 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

ttd 
 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Moh. Darwis S, berupa : 
Sebidang tanah seluas 467 m2 sesuai SHM No. 254/Taipa tanggal 16/05/2007 an. M. Darwis S, berikut bangunan di atasnya 
yang terletak di Jl. S. Palayua, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 280.640.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 59.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026 

Batas Akhir Penawaran : 18 Agustus 2026 pukul 09:05 WIB (sesuai waktu server) / 10:05 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 
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HONDA-BEAT-STREET ESP 2023 DN4201MZ. YAMAHA-FINO-GENERAL 2022 DN5683JJ. HONDA-GENIO-CBS 
2022 DN5355OA. SUZUKI APV GX 1.5 MT 2014 DN1309BC. TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-G 1.3 MT 2018 DN-
1632NM.
HONDA-BEAT-FI CW 2012 DN2145NA. TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2014 DD1256FM.
SUZUKI CARRY STANDAR 1.5 PU 2015 DN8984KK.
TOYOTA-ALL NEW RUSH-GR 1.5 MT 2021 DN1878CA.
SUZUKI APV ARENA GL 1.5 MT 2010 DP1154EG.
HONDA-BEAT-FICBS 2015 DN3035DR. HONDA-VARIO-125FICBS 2015 DN3911DR.
HONDA-BEAT-SPORTY CBS ISS 2016 DN2359IH. HONDA-VARIO-125FICBS 2013 DN2381PE. NISSAN GRAND 
LIVINA XV 1.5 AT 2011 DN1009KH. HONDA-BEAT-SPORTY 2018 DN4769MS. TOYOTA-ALL NEW AVANZA 
VELOZ-VVTI 1.5 MT 2014 DN1677KF. DAIHATSU GRAN MAX STANDAR PS AC 1.5 PU 2015 DN8257VR

PT BFI FINANCE PALU
(0451-422678)

Penawaran Atas Unit :
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

RASA aman merupakan fondasi 
utama sebuah kota. Sebagus 
apa pun infrastruktur yang 
dimiliki, setinggi apa pun ge-

dung-gedung yang menjulang, dan seme-
gah apa pun pusat-pusat perbelanjaannya, 
semuanya akan kehilangan daya tarik 
apabila masyarakat merasa hidup di tengah 
ancaman.

Karena itu, persepsi mengenai keamanan 
bukanlah perkara sepele. Persepsi yang 
keliru dapat menimbulkan keresahan yang 
dampaknya tidak kalah besar jika diban-
dingkan dengan gangguan keamanan itu 
sendiri.

Belakangan muncul fenomena yang patut 
disayangkan di Jakarta dan di Surabaya. Se-
jumlah pusat perbelanjaan dan gedung per-
kantoran di kedua kota besar itu memasang 
pagar tambahan dengan ketinggian yang 
mencolok. Barikade permanen itu memang 
mungkin dimaksudkan sebagai langkah 
antisipasi. Namun, pada saat yang sama, ia 
juga mengirimkan pesan visual yang sangat 
kuat kepada publik bahwa kota sedang be-
rada dalam kondisi genting dan tidak aman.

Pesan semacam itu tentu tidak boleh dibi-
arkan berkembang tanpa klarifikasi. Sebab, 
tidak hanya oleh kehadiran aparat keama-
nan, rasa aman masyarakat juga dibangun 
oleh simbol-simbol yang mereka lihat setiap 
hari. Ketika mal dan gedung-gedung besar 
seolah berubah menjadi benteng, masy-
arakat dengan mudah berasumsi bahwa 
ancaman besar sedang mengintai.Acara 
Liburan & Musiman

Dengan demikian, pernyataan Gubernur 
DKI Pramono Anung yang menegaskan 
bahwa kondisi Jakarta tetap aman layak 
didukung. Tidak ada keadaan luar biasa 
yang mengharuskan pemasangan pagar 
tambahan secara permanen. Permintaan 
agar pagar-pagar tersebut segera dilepas 
merupakan langkah yang tepat untuk 
mengembalikan kepercayaan publik bahwa 
aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial di 
Jakarta berlangsung normal.

Tentu setiap pengelola gedung memiliki 
hak untuk meningkatkan sistem penga-
manan aset dan pengunjungnya. Namun, 
pengamanan hendaknya dilakukan secara 
proporsional, berbasis analisis risiko, dan 
tidak menimbulkan kepanikan publik.

Selain itu, kendati membuat pagar adalah 
hak privat, hak itu pun dibatasi oleh peratu-
ran daerah yang hanya mengizinkan tinggi 
pagar maksimal 1,25 meter hingga 1,5 meter. 
Di Jakarta, Perda DKI Jakarta No 7/1991 ten-
tang Bangunan hanya membolehkan tinggi 
pagar depan bangunan maksimal 1,5 meter. 
Maka, pembangunan pagar setinggi sekitar 
3 meter bisa malah berbahaya.

Teknologi pengawasan, penguatan pro-
sedur keamanan, serta koordinasi dengan 
aparat jauh lebih efektif daripada memban-
gun kesan bahwa sebuah kawasan sedang 
menghadapi ancaman luar biasa.

Jakarta merupakan pusat pemerintahan, 
bisnis, investasi, dan pariwisata. Persepsi 
mengenai keamanan kota ini sangat men-
entukan kepercayaan investor, kenyamanan 
wisatawan, hingga optimisme dunia usaha.

Membangun citra bahwa Jakarta tidak 
aman tanpa dasar yang jelas sama saja 
dengan merugikan kepentingan bersama. 
Tidak hanya berdampak psikologis, tetapi 
juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi 
dan iklim investasi.

Lebih berbahaya lagi apabila muncul pi-
hak-pihak yang sengaja meniupkan narasi 
bahwa Jakarta berada dalam situasi yang 
mencekam. Provokasi semacam itu hanya 
akan memperbesar kecemasan masyarakat, 
memicu spekulasi, dan menggerus keper-
cayaan terhadap kemampuan negara dalam 
menjaga keamanan. Di era media sosial, nara-
si yang dibangun tanpa fakta dapat menyebar 
jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi.

Kita tidak boleh membiarkan rasa takut 
diproduksi secara artifisial. Keamanan me-
mang harus terus dijaga, tetapi ketenangan 
publik juga wajib dipelihara. Pemerintah 
daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan 
masyarakat harus menyampaikan pesan 
yang sama bahwa Jakarta, juga kota-kota 
lainnya, tetap kondusif, aktivitas berjalan 
normal, dan setiap potensi gangguan dapat 
diantisipasi dengan baik.

Kota yang aman adalah kota yang war-
ganya merasa terlindungi tanpa harus 
terus-menerus diingatkan bahwa mereka 
sedang berada dalam bahaya. Jangan sam-
pai pagar-pagar itu justru menjadi monu-
men yang menebarkan ketakutan, padahal 
kenyataannya Jakarta tetap aman untuk 
bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan 
sehari-hari.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Koridor Hidrogen Hijau Menjadi 
Tonggak Baru Transisi Energi Nasional
Pembangunan Koridor Hidrogen Hijau (Green 
Hydrogen Corridor) menjadi penanda penting 
dalam perjalanan transisi energi Indonesia. 
Kehadiran koridor yang menghubungkan Ja-
karta, Karawang, dan Patimban sepanjang 194 
kilometer menunjukkan bahwa pengembangan 
hidrogen nasional telah memasuki tahap imple-
mentasi yang lebih nyata. 

TIDAK lagi ber-
henti pada peren-
canaan, Indonesia 
mulai memban-

gun ekosistem hidrogen yang 
terintegrasi sebagai fondasi 
menuju sistem energi yang 
lebih bersih, berkelanjutan, 
dan berdaya saing.

Peluncuran Green Hydro-
gen Corridor yang beriringan 
dengan pengenalan Pilot 
Bus Hidrogen Diesel Dual 
Fuel (H2 DDF) dalam ajang 
Global Hydrogen Ecosystem 
Summit (GHES) 2026 menja-
di momentum penting bagi 
pengembangan energi baru 
dan terbarukan. Forum inter-
nasional tersebut memperte-
mukan pemerintah, pelaku 
industri, badan usaha, akade-
misi, investor, lembaga riset, 
hingga mitra internasional 
dalam memperkuat kolabo-
rasi membangun ekosistem 
hidrogen nasional. Melalui 
sinergi tersebut, Indonesia 
menunjukkan keseriusannya 
dalam menjadikan hidro-
gen hijau sebagai salah satu 
pilar utama transisi energi 
nasional.

 Keberadaan Koridor Hi-
drogen Hijau memiliki arti 
strategis karena menjadi jalur 
pengembangan yang meng-

OLEH : ADHITYA RAMADANI)*

 Lebih dari sekadar menye-
diakan energi bersih, Koridor 
Hidrogen Hijau juga mem-
buka peluang besar bagi per-
tumbuhan ekonomi nasional. 
Pengembangan ekosistem 
hidrogen dari hulu hingga 
hilir akan memperkuat hili-
risasi industri, meningkatkan 
nilai tambah sumber daya 
domestik, menarik investasi, 
menciptakan lapangan kerja 
baru, serta meningkatkan 
daya saing industri nasional. 
Dengan dukungan sumber 
energi terbarukan yang me-
limpah, Indonesia memiliki 
modal besar untuk menjadi 
salah satu pemain penting 
dalam ekonomi hidrogen 
global.

Meskipun pengembangan 
hidrogen masih menghada-
pi tantangan dari sisi biaya 
produksi yang relatif tinggi, 
optimisme terhadap prospek 
energi hidrogen terus men-
guat. Kemajuan teknologi 
dan meningkatnya investasi 
di sektor energi bersih diya-
kini akan mendorong efisiensi 
produksi sehingga hidrogen 
menjadi semakin kompetitif 
sebagai sumber energi masa 
depan. Oleh karena itu, pem-
bangunan Koridor Hidrogen 
Hijau tidak hanya menjawab 
kebutuhan saat ini, tetapi juga 
menjadi investasi strategis un-
tuk ketahanan energi jangka 
panjang.

Komitmen tersebut tercer-
min dari semakin banyak-
nya proyek pengembangan 
hidrogen yang berlangsung 
di berbagai wilayah Indone-
sia. Direktur Jenderal Energi 
Baru, Terbarukan, dan Kon-
servasi Energi (EBTKE), Eniya 
Listiani Dewi, mengatakan 
pengembangan hidrogen di-
arahkan untuk mendukung 

dekarbonisasi sektor industri, 
transportasi, dan ketenaga-
listrikan. Saat ini, puluhan 
inisiatif pengembangan eko-
sistem hidrogen telah berjalan 
dengan nilai investasi men-
capai puluhan triliun rupiah, 
menunjukkan tingginya ke-
percayaan terhadap prospek 
energi hidrogen di Indonesia.

Selain membangun koridor 
utama, pengembangan hidro-
gen juga diperluas melalui 
program dedieselisasi di se-
jumlah daerah seperti Sumba 
dan Pulau Rote. Program 
tersebut dirancang untuk 
meningkatkan efisiensi pem-
bangkitan listrik sekaligus 
memperluas pemanfaatan 
energi bersih di wilayah ke-
pulauan. Dengan pendekatan 
tersebut, manfaat hidrogen 
tidak hanya dirasakan di 
kawasan industri, tetapi juga 
mampu mendukung peme-
rataan pembangunan energi 
hingga ke daerah.

Implementasi Koridor Hi-
drogen Hijau juga diperkuat 
melalui penerapan teknologi 
pada sektor transportasi. Sa-
lah satu langkah nyata adalah 
peluncuran Pilot Bus H2 DDF 
yang memanfaatkan kombi-
nasi bahan bakar solar dan 
gas hidrogen. Inovasi tersebut 
menjadi solusi transisi yang 
efektif karena memungkin-
kan armada bus yang telah 
beroperasi tetap digunakan 
dengan emisi yang jauh lebih 
rendah, tanpa harus melaku-
kan penggantian kendaraan 
secara menyeluruh.

Program tersebut merupa-
kan hasil kolaborasi antara 
Kementerian ESDM, PT PLN 
(Persero), Perum DAMRI, 
PT SUCOFINDO (Persero), 
dan PT Tritunggal Prakarsa 
Global. Kolaborasi lintas sek-

tor tersebut memperlihatkan 
bahwa pembangunan ekosis-
tem hidrogen membutuhkan 
sinergi antara pemerintah, 
badan usaha, lembaga ser-
tifikasi, dan pelaku industri 
agar inovasi dapat diterapkan 
secara aman, efisien, dan ber-
kelanjutan.

Selain itu, Direktur Utama 
PT SUCOFINDO (Persero), 
Sandry Pasambuna, men-
gatakan proses pengujian, in-
speksi, dan sertifikasi menjadi 
bagian penting dalam memas-
tikan teknologi hidrogen me-
menuhi standar keselamatan 
dan keandalan. Kehadiran 
lembaga independen dalam 
setiap tahapan implementasi 
memberikan kepastian bahwa 
teknologi hidrogen dapat di-
terapkan sesuai standar teknis 
yang berlaku serta siap di-
kembangkan secara lebih luas.

Hasil pengujian terhadap 
Bus H2 DDF menunjukkan 
penurunan emisi yang sig-
nifikan, mulai dari opasitas, 
karbon monoksida, karbon 
dioksida, hingga nitrogen ok-
sida. Capaian tersebut mem-
buktikan bahwa hidrogen 
memiliki potensi besar dalam 
mendukung transportasi ren-
dah emisi sekaligus mem-
percepat pencapaian target 
dekarbonisasi nasional.

Koridor Hidrogen Hijau 
menjadi tonggak baru transisi 
energi nasional menuju sistem 
energi yang lebih bersih, mo-
dern, dan tangguh. Didukung 
kebijakan, investasi, inovasi 
teknologi, dan kolaborasi 
lintas sektor, pengembangan-
nya diharapkan memperkuat 
ketahanan energi sekaligus 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi hijau yang berkelan-
jutan. )* Penulis adalah Mahasis-
wa tinggal di Jakarta

hubungkan proses produksi, 
distribusi, hingga pemanfaat-
an hidrogen dalam berbagai 
sektor. Infrastruktur tersebut 
menjadi fondasi awal untuk 
mempercepat penggunaan 
hidrogen pada sektor trans-
portasi, industri, dan ketena-
galistrikan. Dengan adanya 
koridor yang terintegrasi, 
pengembangan hidrogen ti-
dak hanya menjadi proyek 
energi, tetapi juga bagian dari 
transformasi ekonomi nasio-
nal menuju industri yang lebih 
ramah lingkungan.

 Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral, Bahlil Laha-
dalia, menyampaikan bah-
wa pengembangan hidrogen 
sebagai bagian dari upaya 
memperkuat ketahanan dan 
kemandirian energi nasional. 
Hidrogen dipandang memiliki 
peran strategis dalam men-
dukung diversifikasi sumber 
energi sekaligus menguran-
gi ketergantungan terhadap 
energi fosil. Di tengah dinami-
ka geopolitik global yang me-
mengaruhi stabilitas pasokan 
energi dunia, pengembangan 
hidrogen menjadi langkah 
antisipatif agar Indonesia 
memiliki sumber energi alter-
natif yang berasal dari potensi 
dalam negeri.

Jangan Kesankan 
Indonesia 
tak Aman

OLEH : SAHRAN RADEN

KARENA itu, ku-
alitas demokra-
si  t idak hanya 
ditentukan oleh 

penyelenggaraan pemungutan 
suara yang jujur dan adil, tetapi 
juga oleh bagaimana daerah 
pemilihan (dapil) dirancang 
agar mampu mencerminkan 
prinsip keadilan representasi. 
Secara konstitusional ketentu-
an Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 
menegaskan bahwa peserta 
pemilu untuk memilih anggota 
DPR dan DPRD adalah partai 
politik. 

Data Proyeksi Penduduk 
BPS SP2020 menunjukkan 
bahwa pertumbuhan pendu-
duk di Sulawesi Tengah tidak 
berlangsung secara merata. 
Kabupaten Morowali, Mo-
rowali Utara, Sigi, dan Kota 
Palu mengalami pertumbuhan 
yang relatif lebih tinggi diban-
dingkan beberapa kabupaten 
lainnya. Dalam perspektif sis-
tem proporsional, perubahan 
distribusi penduduk tersebut 
berpotensi memengaruhi: ra-
sio penduduk terhadap kursi, 
keseimbangan representasi, 
tingkat proporsionalitas an-
tarwilayah. Oleh karena itu, 

PEMILU bukan sekadar mekanisme memi-
lih wakil rakyat, tetapi juga instrumen untuk 
menjamin bahwa setiap warga negara memiliki 
kesempatan yang sama untuk diwakili dalam 
proses pengambilan keputusan politik. 

perubahan demografis menjadi 
salah satu dasar penting dalam 
evaluasi penataan dapil menje-
lang Pemilu 2029. Pemilu 2024 
Daerah Pemilihan DPR Dapil 
Sulawesi Tengah memiliki satu 
Dapil dengan alokasi kursi 7 
Kursi.  Penataan DAPIL Pemilu 
2029 dengan penambahan DA-
PIL menjadi dua Dapil bukan 
berarti melakukan penambahan 
alokasi kursi. Namun lebih me-
nata refresenstase 

Alasan Konstitsuional 
Penataan Dapil Pemilu

Pengaturan dapil menjadi ba-
gian dari sistem pemilu anggota 
DPR.  Selanjutnya ketentuan 
tentang daerah pemilihan ini 
ditegaskan dalam Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum  yang 
menjadi dasar utama pem-
bentukan daerah pemilihan 
DPR RI. Beberapa ketentuan 
penting antara lain bahwa 
pembentukan dapil didasarkan 
pada jumlah penduduk,  setiap 
dapil DPR memperoleh alokasi 
3 sampai 10 kursi.  Dalam pena-
taan Daerah Pemilihan yang le-
bih refresantatif mencerminkan 
keadilan refresentasi. 

Selanjutnya Putusan Mah-
kamah Konstitusi menegaskan 
bahwa: setiap warga negara 
harus memperoleh nilai suara 
yang relatif setara.  Pemben-
tukan dapil harus menghin-
dari ketimpangan represen-
tasi (malapportionment) dan 
pengaturan dapil merupakan 
bagian dari upaya mewujud-
kan asas pemilu yang adil dan 
demokratis. Dengan demikian, 
perubahan jumlah dapil dapat 
dibenarkan secara konstitusi-
onal sepanjang bertujuan me-
ningkatkan kualitas represen-
tasi dan tidak didasarkan pada 
kepentingan politik sesaat.

Menjelang Pemilu 2029, su-
dah saatnya dilakukan evaluasi 
terhadap konfigurasi Daerah 
Pemilihan DPR RI Provinsi 
Sulawesi Tengah. Pertanyaan 
yang patut diajukan bukan-
lah apakah Sulawesi Tengah 
harus tetap menjadi satu dapil 
atau dibagi menjadi dua dapil, 
melainkan apakah konfigurasi 
yang ada masih mampu me-
menuhi prinsip-prinsip pen-
yusunan dapil sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu 
secara tegas mengatur bahwa 
penyusunan daerah pemili-
han harus berpedoman pada 
prinsip kesetaraan nilai suara, 
proporsionalitas, integralitas 
wilayah, koherensi wilayah, 
berada dalam cakupan wilayah 
yang sama, serta kesinambun-
gan. Prinsip-prinsip tersebut 
merupakan standar hukum 

yang wajib dipenuhi oleh setiap 
konfigurasi dapil. Penataan 
Daerah Pemilihan (Dapil) DPR 
RI merupakan instrumen kon-
stitusional yang menentukan 
kualitas representasi politik 
dalam sistem pemilu propor-
sional. Pembentukan dapil 
bukan sekadar pembagian 
wilayah administratif, tetapi 
merupakan proses untuk me-
mastikan bahwa setiap suara 
warga negara memiliki nilai 
representasi yang setara serta 
menghasilkan komposisi DPR 
yang mencerminkan distribusi 
penduduk dan aspirasi politik 
masyarakat.

Argumentasi Akademik 
Dari perspektif teori repre-

sentasi, penambahan daerah 
pemilihan merupakan instru-
men untuk menjaga keseim-
bangan antara representasi 
deskriptif (keterwakilan wilay-
ah dan masyarakat) dan repre-
sentasi substantif (kemampuan 
wakil memperjuangkan ke-
pentingan konstituen). Dalam 
perspektif electoral boundary 
delimitation, perubahan dapil 
merupakan proses yang wa-
jar dalam negara demokrasi 
karena distribusi penduduk 
selalu berubah. Oleh karena 
itu, evaluasi dan penambahan 
dapil harus dilakukan secara 
periodik berdasarkan data ke-
pendudukan terbaru agar tidak 
terjadi ketimpangan represen-
tasi (malapportionment) yang 
bertentangan dengan prinsip 
one person, one vote, one value 
(OPOVOV).

Menimbang Usulan Dua Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Tengah: 
Demi Keadilan Representasi Menuju Pemilu 2029

Dengan demikian, secara 
normatif maupun akademik, 
penambahan daerah pemilihan 
DPR RI dapat dibenarkan apa-
bila didasarkan pada perubahan 
jumlah dan persebaran pen-
duduk, tetap mematuhi prin-
sip-prinsip pembentukan dapil 
yang ditetapkan dalam Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017, serta bertujuan memper-
kuat keadilan representasi tanpa 
mengakomodasi praktik ger-
rymandering atau kepentingan 
politik tertentu. Dalam kerangka 
teori Electoral Equality  konfi-
gurasi daerah pemilihan DPR 
RI Provinsi Sulawesi Tengah 
menjelang Pemilu 2029 diukur 
melalui pengukuran pertum-
buhan dan distribusi penduduk, 
perhitungan rasio population 
per seat, identifikasi deviasi 
representasi, dan pengujian po-
tensi malapportionment. Hasil 
pengukuran kuantitatif tersebut 
kemudian dipadukan dengan 
analisis yuridis berdasarkan 
Pasal 185 Undang-Undang No-
mor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 
6 Tahun 2023, serta Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
80/PUU-XX/2022.   

Dengan pendekatan ini, re-
komendasi penataan dapil 
tidak hanya didasarkan pada 
perubahan demografis, teta-
pi juga mempertimbangkan 
prinsip-prinsip hukum pemilu 
dan tujuan utama demokrasi 
representatif, yaitu menjamin 
kesetaraan nilai suara serta 
efektivitas representasi politik. 
**Penulis: Pengajar Hukum Tata 
Negara UIN Datokarama Palu 
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SULTENG RAYA - Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) menetap-
kan Harga Referensi (HR) minyak 
kelapa sawit mentah atau crude palm 
oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar 
(BK) dan tarif Badan Layanan Umum 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
(BLU BPDP), atau Pungutan Ekspor 
(PE) sebesar US$ 996,52 per metrik 
ton (MT) pada periode 1-31 Agustus 
2026. Angka tersebut turun sebesar 
US$ 4,38 atau 0,44% dibandingkan 
harga bulan sebelumnya yang sebesar 
US$ 1.000,90/MT.

Sejalan dengan penurunan HR ter-
sebut, pemerintah menetapkan Bea 
Keluar (BK) CPO pada periode 1-31 
Agustus 2026 ditetapkan sebesar 
US$ 148/MT. Penetapan ini sesuai 
Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 38 Tahun 2024 sebagaimana 
telah diubah dengan PMK Nomor 
68 Tahun 2025.

Sementara itu, tarif PE CPO menga-
cu pada Lampiran Huruf A PMK No-
mor 69 Tahun 2025 sebagaimana telah 
diubah dengan PMK Nomor 9 Tahun 
2026, yaitu sebesar 12,5 persen dari 
HR CPO atau setara US$ 124,56/MT. 

“HR CPO pada Agustus 2026 
turun dibandingkan dengan periode 
sebelumnya. Sesuai ketentuan yang 
berlaku, penurunan tersebut diikuti 
dengan penetapan BK sebesar US$ 
148/MT dan PE sebesar 12,5% dari 
HR CPO, atau setara US$ 124,56/MT,” 
ujar Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri Kemendag Tommy An-
dana dalam keterangannya, dikutip 
Minggu (2/8/2026). 

Tommy menjelaskan penetapan HR 
CPO bersumber dari rata-rata harga 
selama periode 20 Juni-19 Juli 2026, 
yaitu US$ 892,96/MT pada Bursa 
CPO Indonesia, US$ 1.100,08/MT 
pada Bursa CPO Malaysia, dan US$ 
1.509,09/MT pada Harga Port CPO 
Rotterdam.

Berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 
2025, apabila terdapat selisih lebih 
dari US$ 40 di antara rata-rata harga 
ketiga sumber tersebut, penghitungan 
HR CPO menggunakan dua sumber 
harga yang menjadi median dan yang 
nilainya paling dekat dengan median. 
Oleh karena itu, penetapan HR CPO 
periode 1-31 Agustus 2026 mengacu 
pada rata-rata harga Bursa CPO 
Malaysia dan Bursa CPO Indonesia, 

sehingga ditetapkan sebesar USD 
996,52/MT.

Selain CPO, produk minyak go-
reng berupa refined, bleached, and 
deodorized (RBD) palm olein dalam 
kemasan bermerek dengan neto pa-
ling banyak 25 kilogram dikenakan 
BK sebesar US$ 33/MT. Penetapan 
tersebut mengacu pada Keputusan 
Menteri Perdagangan (Kepmendag) 
Nomor 1668 Tahun 2026 tentang 
Daftar Merek Refined, Bleached, and 
Deodorized (RBD) Palm Olein dalam 
Kemasan Bermerek dan Dikemas 
dengan Berat Netto Paling Banyak 
25 Kilogram.

Tommy mengatakan, penurunan 
HR CPO pada periode Agustus 2026 
dipengaruhi melemahnya permintaan 
global, terutama dari India sebagai 
negara importir utama CPO, serta 
penurunan harga minyak mentah 
dunia.

Sementara itu, HR biji kakao untuk 
periode Agustus 2026 ditetapkan 
sebesar US$ 5.424,96/MT, meningkat 
US$ 1.455,41 atau 36,66% dibanding-
kan dengan periode sebelumnya. 
Kenaikan tersebut mendorong Harga 
Patokan Ekspor (HPE) biji kakao 
menjadi US$ 5.064/MT, naik US$ 
1.418 atau 38,90%. Penetapan HR dan 
HPE tersebut mempertimbangkan 
kondisi pasar, perkembangan biaya 
logistik internasional, serta dinamika 
perdagangan global.

Peningkatan HR dan HPE biji kakao 
dipengaruhi gangguan pasokan di 
negara-negara produsen utama Afri-
ka Barat akibat serangan hama, cuaca 
buruk, dan penurunan produksi yang 
dipicu fenomena El Niño.

Untuk periode 1-31 Agustus 2026, 
BK biji kakao ditetapkan sebesar 
7,5%, mengacu pada Kolom Angka 
4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 
38 Tahun 2024 sebagaimana telah 
diubah dengan PMK Nomor 68 Tahun 
2025. Sementara itu, PE biji kakao 
juga ditetapkan sebesar 7,5%, sesuai 
Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 
Tahun 2025 sebagaimana telah diubah 
dengan PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Di sisi lain, HPE produk kulit pada 
periode Agustus 2026 sama dengan 
periode sebelumnya. Sementara itu, 
HPE getah pinus ditetapkan sebesar 
US$ 1.013/MT, meningkat US$ 11 
atau 1,10% dibandingkan dengan 
Juli 2026. DTC
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SULTENG RAYA - Ke-
menterian Usaha Mikro, Ke-
cil, dan Menengah (UMKM) 
memastikan pengajuan Kre-
dit Usaha Rakyat (KUR) 
dengan plafon di bawah Rp 
100 juta tidak mensyaratkan 
agunan tambahan dalam 
bentuk apa pun. Masyarakat 
diminta melaporkan apabila 
menemukan dugaan pen-
yimpangan dalam proses 
penyaluran KUR, termasuk 
permintaan agunan tamba-
han, pungutan biaya, mau-
pun praktik percaloan.

Deputi Bidang Kewirausa-
haan Kementerian UMKM 

sekaligus Juru Bicara Kemen-
terian UMKM Riza Damanik, 
mengatakan masyarakat 
tidak perlu menggunakan 
jasa perantara atau mem-
bayar biaya apa pun untuk 
memperoleh akses KUR.

“Sesuai Pedoman Pelaksa-
naan Kredit Usaha Rakyat, 
pinjaman KUR hingga Rp 
100 juta tidak dikenakan 
agunan tambahan dalam 
bentuk apa pun tanpa pen-
gecualian,” kata Riza dalam 
keterangan tertulis, dikutip 
Senin (3/8/2026). 

Menurut Riza, Kementeri-
an UMKM masih menerima 

berbagai aspirasi masyara-
kat terkait dugaan permin-
taan agunan tambahan ke-
pada pemohon KUR skema 
mikro. Selain itu, terdapat 
pula laporan mengenai per-
mintaan biaya jasa atau fee 
dalam proses pengurusan 
akses KUR.

Dalam Peraturan Men-
teri Koordinator Bidang 
Perekonomian Nomor 1 
Tahun 2026 tentang Pedo-
man Pelaksanaan KUR telah 
mengatur bahwa program 
tersebut dirancang untuk 
memperluas akses pem-
biayaan bagi pelaku usaha 

yang produktif dan layak, 
tetapi belum memiliki akses 
terhadap kredit komersial. 

“KUR merupakan salah 
satu program strategis pe-
merintah untuk memper-
kuat ekonomi rakyat melalui 
dukungan pembiayaan ke-
pada usaha-usaha produk-
tif yang belum memiliki 
agunan tambahan,” beber 
Riza.

Ia menjelaskan, dalam 
pedoman pelaksanaan KUR 
dikenal dua jenis agunan, 
yakni agunan pokok dan 
agunan tambahan. Agunan 
pokok berupa usaha atau 
objek yang dibiayai melalui 
KUR beserta kemampuan 
debitur untuk mengemb-
alikan pinjaman. Sementara 
itu, agunan tambahan me-
rupakan jaminan berupa 
sertifikat tanah, BPKB ken-
daraan, atau aset pribadi 
lainnya.

KUR Tanpa Jaminan
Berdasarkan ketentuan 

tersebut, lembaga penyalur 
KUR tidak diperkenankan 
meminta agunan tambahan 
untuk pinjaman dengan 
plafon hingga Rp 100 juta. 
Agunan tambahan hanya 
dapat diberlakukan bagi 

pinjaman di atas Rp 100 juta, 
kecuali untuk petani tebu 
rakyat dan penerima KUR 
khusus sektor pertanian 
yang bekerja sama dengan 
lembaga penjamin kredit.

“Calon penerima KUR 
hingga Rp100 juta cukup 
menggunakan agunan po-
kok berupa usaha yang di-
biayai melalui KUR,” je-
lasnya.

Melalui skema KUR yang 
memperoleh subsidi dari 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), 
debitur hanya dikenakan 
bunga sebesar 6%, jauh le-
bih rendah dibandingkan 
bunga kredit komersial yang 
umumnya berada pada kisa-
ran 10-14% atau lebih. 

Riza menambahkan, ko-
mitmen pemerintah dalam 
memperluas akses pem-
biayaan bagi pengusaha 
UMKM tercermin dari target 
penyaluran KUR sebesar 
Rp 290 triliun pada 2026. 
Berdasarkan data Sistem 
Informasi Kredit Program 
(SIKP) Kementerian Keu-
angan hingga 22 Juli 2026, 
realisasi penyaluran KUR 
telah mencapai Rp 169 trili-
un kepada 2,65 juta debitur 
di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, seki-
tar 1,1 juta debitur merupa-
kan pelaku usaha yang baru 
pertama kali mengakses 
pembiayaan formal. Semen-
tara itu, sebanyak 511 ribu 
pengusaha UMKM telah 
mengalami peningkatan 
kapasitas usaha atau naik 
kelas. Penyaluran KUR juga 
semakin diarahkan untuk 
memperkuat sektor produk-
tif, dengan alokasi sekitar 
65% mengalir ke sektor per-
tanian, perikanan, industri 
pengolahan, dan sektor-sek-
tor produktif lainnya yang 
menjadi penggerak ekonomi 
rakyat. Kualitas pembiayaan 
pun tetap terjaga dengan 
tingkat kredit bermasalah 
yang berada di kisaran 2%.

“Penyaluran KUR ke sek-
tor produksi akan men-
dorong lahirnya usaha-usa-
ha yang lebih produktif, 
meningkatkan kapasitas 
produksi, serta membuka 
lapangan kerja baru di ber-
bagai daerah,” tutur Riza.

Untuk menjaga integri-
tas program KUR, Kemen-
terian UMKM mengajak 
masyarakat berperan aktif 
melaporkan apabila mene-
mukan dugaan penyimpan-
gan, termasuk permintaan 

agunan tambahan maupun 
pungutan yang tidak sesuai 
ketentuan. Laporan dapat 
disampaikan melalui SPAN-
LAPOR! atau melalui surat 
elektronik di kur@ekon.
site. Setiap laporan akan 
ditindaklanjuti sesuai keten-
tuan yang berlaku, termasuk 
pemberian sanksi apabila 
ditemukan pelanggaran.

Riza menegaskan pemer-
intah bersama seluruh lem-
baga penyalur KUR terus 
berkomitmen memperkuat 
tata kelola program agar 
semakin mudah diakses, te-
pat sasaran, transparan, dan 
bebas dari penyimpangan. 
Dengan demikian, KUR di-
harapkan semakin mampu 
memperkuat permodalan 
pengusaha UMKM, mem-
perluas kesempatan kerja, 
mengurangi kemiskinan 
ekstrem, serta mendorong 
kemandirian ekonomi na-
sional.

“Kepada seluruh pen-
gusaha UMKM, plafon KUR 
tahun ini masih tersedia. 
Silakan dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kapasitas 
usaha, memperluas pro-
duksi, dan memperkuat 
daya saing usaha,” imbuh 
Riza. DTC

SULTENG RAYA - Ban-
tuan pangan beras tahap ke-
dua akan disalurkan secara 
serentak selama tiga bulan 
sekaligus, pada periode 
Juli, Agustus, dan Septem-
ber. Penyalurannya akan 
dimulai pada 17 Agustus 
mendatang.

Badan Pangan Nasional 
(Bapanas) telah menugaskan 
Perum Bulog untuk pen-
yaluran Cadangan Pangan 
Pemerintah (CPP) untuk 
bantuan pangan periode Juli, 
Agustus, dan September. 
Penugasan ini berdasarkan 
surat tertanggal 30 Juli 2026.

“Telah ditetapkan bahwa 
penyaluran bantuan pangan 
beras sebagai salah satu 
jaring pengamanan sosial 
untuk menjaga daya beli 
masyarakat, memperkuat 
stabilitas pangan nasional, 
dan membantu memenuhi 
kebutuhan pangan keluar-
ga. Sehubungan dengan hal 
tersebut, kami menugaskan 
Bulog untuk melaksana-
kan penyaluran CPP untuk 
pemberian bantuan pangan 
beras kepada 33.244.408 
penerima sebanyak 10 kilo-
gram per penerima untuk 
3 bulan alokasi, yaitu Juli 
sampai dengan September 
2026 yang penyalurannya 
dapat dilakukan 1 kali,” 
kata Kepala Bapanas yang 
juga Menteri Pertanian Andi 
Amran Sulaiman, dalam 
keterangan tertulis, Minggu 
(2/8). 

Direktur Distribusi dan 
Cadangan Pangan Bapanas 
Rachmi Widiriani mengung-
kapkan penyaluran bantuan 
pangan beras tahap kedua 
akan serentak dilaksanakan 
bertepatan dengan perin-
gatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-81 kemerdekaan 
Republik Indonesia.

“Penyaluran bantuan pan-
gan ini akan dilaksanakan 
di bulan Agustus bersa-
maan dengan perayaan 17 
Agustus di semua wilayah. 
Amanat dari Bapak Menko 
Perekonomian dan diper-
kuat oleh Bapak Kepala 
Bapanas bahwa penyaluran 
di bulan Agustus ini, mo-
mennya sangat bagus dan 
tepat,” ungkap Rachmi. 

“Masyarakat agar bisa 
merasakan, khusus yang 
desil 1 sampai 4, bagaimana 
pemerintah hadir dalam 
bentuk bantuan pangan 
di saat-saat masyarakat 
merayakan 17 Agustus, se-
hingga bantuan pangan ini 
menjadi salah satu bagian 
dari rangkaian kegiatan 
perayaan 17 Agustus,” tam-
bah Rachmi.

Penyaluran Lewat Kop-
desBapanas juga men-
dorong penyaluran bantuan 
pangan beras dapat pula 
dilaksanakan menggunakan 
Koperasi Desa/Kelurahan 
Merah Putih (KDKMP) se-
bagai infrastruktur pemer-
intah. Ini tentunya menjadi 
langkah optimalisasi KDK-
MP bagi masyarakat yang 
ada di sekitarnya.

“KDKMP yang sudah 
ada, bisa menjadi salah satu 
titik penyaluran bantuan 
pangan. Kalau misalnya 
di desa ada KDKMP yang 
besar, punya tempat yang 
luas, gudangnya cukup 
besar, dan dekat dengan 
tempat tinggal para pene-
rima bantuan pangan, bisa 
digunakan sebagai lokasi 
titik salur. Kita bisa meng-
optimalkan fasilitas yang 
dimiliki oleh koperasi,” ujar 
Direktur Rachmi.

Adapun database peneri-
ma yang digunakan untuk 
program bantuan pangan 
beras tahap kedua ini juga 
dipastikan memakai Data 
Tunggal Sosial dan Ekonomi 
Nasional (DTSEN) dengan 
update (pembaruan) terkini. 
Bapanas sebagai pengguna 
DTSEN telah menjalin kerja 
sama dengan Kementerian 
Sosial dan Badan Pusat Sta-
tistik (BPS).

“Saat ini jumlah peneri-
ma bantuan pangan juga 
masih sama dengan tahap 
pertama sebelumnya. To-
talnya 33.244.408 peneri-
ma bantuan pangan. Kita 
menggunakan DTSEN versi 
ketiga yang di update tang-
gal 10 Juli kemarin, yang 
sudah di update oleh BPS,” 
terangnya.

Untuk itu, Bapanas me-
minta pemerintah daerah 
agar dapat saling segera 

Harga Referensi CPO Turun 
Gegara Permintaan Global Lesu

Masyarakat Diminta Lapor Jika KUR 
di Bawah Rp100 Juta Pakai Jaminan

berkoordinasi dengan Pe-
rum Bulog di daerah ma-
sing-masing sebagai persia-
pan pelaksanaan. Pengece-
kan kualitas beras menjadi 
hal yang cukup penting 
sebelum proses distribusi 
ke titik bagi.

“Pimwil-Pimca Bulog, 
mohon segera bersiap, 
berkoordinasi dengan te-
man-teman dinas. Bagi yang 
belum cek kualitas, mohon 
bisa melakukan cek kualitas 
dan jumlah yang akan diba-
gikan. As soon as possible 
karena surat penugasan su-

dah ditandatangani. Silakan 
untuk persiapan karung dan 
moving beras seharusnya 
tidak terjadi kendala,” urai 
Rachmi.

“Catatan untuk Bulog 
wilayah Papua dengan 
keterbatasan transportasi, 
angkutan, gudang, mohon 
segera digerakkan, sehing-
ga menjadi prioritas untuk 
daerah-daerah yang remote 
(terpencil) dulu. Kami ber-
harap penyaluran bantuan 
pangan tahap ini bisa 100 
persen,” pungkas Direktur 
Bapanas Rachmi. DTC

Langsung 3 Bulan, Banpang Beras 
Disalurkan Serentak 17 Agustus 

PENYALURAN bantuan pangan. FOTO: RAHMAT KURNIAWAN 
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belumnya telah melahirkan 
hak dan kewajiban hukum 
bagi seluruh pihak, terma-
suk komitmen Pemerintah 
Daerah dalam memper-
siapkan penyelenggaraan 
event olahraga masyarakat 
terbesar di Indonesia ter-
sebut. 

Berbagai langkah persia-
pan telah dilakukan, mulai 
dari penyusunan rencana 
kerja, koordinasi lintas sek-
tor, hingga penyampaian 
komitmen dukungan kepa-
da KORMI Nasional.

Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah juga menilai 
keputusan pencabutan ter-
sebut mengabaikan prinsip 
tata kelola organisasi yang 
baik (good governance), 
karena diambil tanpa mem-
berikan kesempatan kepada 
pemerintah daerah untuk 
memberikan penjelasan 
atas berbagai aspek stra-
tegis yang menjadi dasar 
evaluasi, termasuk kesiapan 
anggaran, sarana dan prasa-
rana, keamanan, serta du-
kungan penyelenggaraan.

Selain aspek prosedural, 
Pemprov Sulteng menegas-
kan bahwa pencabutan sta-
tus tuan rumah berpotensi 

menimbulkan kerugian, 
baik secara moral maupun 
material. 

Di antaranya, menurun-
nya kepercayaan publik 
terhadap keseriusan daerah 
dalam menyelenggarakan 
agenda nasional, poten-
si kerugian atas investasi 
waktu, tenaga, dan sumber 
daya yang telah dikeluar-
kan selama tahap persia-
pan, serta terganggunya 
perencanaan pembangunan 
dan promosi daerah yang 
telah diselaraskan dengan 
pelaksanaan FORNAS IX 
Tahun 2027.

Melalui surat keberatan 
tersebut, Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah 
meminta KORMI Nasio-
nal untuk mencabut atau 
membatalkan Keputusan 
Pengurus KORMI Nasional 
Nomor 016/SK/KORMI-
NAS/VII/2026.

Kemudian, memulihkan 
kembali status Sulawesi 
Tengah sebagai tuan rumah 
FORNAS IX Tahun 2027 
sesuai keputusan sebelum-
nya. Kemudian,  membuka 
ruang dialog dan koordi-
nasi resmi antara KORMI 
Nasional, KORMI Provinsi 

Sulawesi Tengah, dan Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah guna menyelesai-
kan seluruh persoalan se-
cara musyawarah.

Sebagai bentuk keseri-
usan, Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah membe-
rikan waktu selama 14 hari 
kalender sejak surat diteri-
ma agar KORMI Nasional 
memberikan klarifikasi dan 
tindak lanjut atas keberatan 
tersebut.

Apabila tidak terdapat 
respons dalam batas waktu 
yang ditentukan, Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah menyatakan akan 
mempertimbangkan lang-
kah-langkah hukum sesuai 
ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan yang 
berlaku.

Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah tetap men-
gedepankan penyelesaian 
secara dialogis dan berharap 
persoalan ini dapat disele-
saikan melalui komunikasi 
yang konstruktif demi men-
jaga marwah kelembagaan, 
kepastian hukum, serta ke-
berlangsungan penyeleng-
garaan FORNAS IX Tahun 
2027. **WAN

Dalam amanatnya, Kris-
pen mengingatkan seluruh 
ASN agar tetap fokus men-
jalankan tugas dan tang-
gung jawab sebagai pela-
yan masyarakat di tengah 
berkembangnya berbagai 
isu terkait investasi, terma-
suk adanya pengurangan 
tenaga kerja di sejumlah 
perusahaan. 

Menurutnya, situasi terse-
but tidak boleh memengar-
uhi semangat kerja maupun 
kualitas pelayanan publik 
yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa 

ASN harus tetap profesional, 
menjaga stabilitas kinerja, 
serta terus meningkatkan 
kualitas pelayanan yang 
cepat, responsif, dan bero-
rientasi pada kepentingan 
masyarakat.

Selain itu, Krispen juga 
menekankan pentingnya 
memperkuat integritas se-
bagai landasan utama dalam 
menjalankan tugas pemer-
intahan. 

Setiap ASN diharapkan 

senantiasa menjunjung 
tinggi disiplin, etika, serta 
akuntabilitas dalam mem-
berikan pelayanan kepada 
masyarakat.

Pada kesempatan terse-
but, ia juga mengingatkan 
seluruh perangkat daerah 
untuk mulai mematangkan 
persiapan peringatan Hari 
Ulang Tahun ke-81 Kemer-
dekaan Republik Indonesia. 

Berbagai agenda telah 
disiapkan dan pada hari 
yang sama dijadwalkan 
rapat koordinasi sebagai 

langkah awal memastikan 
seluruh rangkaian kegiatan 
peringatan HUT RI di Ka-
bupaten Morowali Utara 
berjalan dengan baik, tertib, 
dan sukses.

Apel pagi rutin ini menja-
di momentum untuk mem-
perkuat koordinasi, kedi-
siplinan, serta komitmen 
seluruh ASN dalam men-
dukung penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, 
sekaligus memberikan pela-
yanan terbaik kepada masy-
arakat Morowali Utara. *VAN

Ia mengemukakan saat ini 
pihak kepolisian dan pemer-
intah Kecamatan Palolo su-
dah melakukan pemasangan 
police line sekitar kawasan 
tersebut.

“Lokasinya itu sudah 
dipasangi police line dan 
masih dalam pengawasan 
ketat aparat setempat serta 
menunggu hasil pemeriks-
aan teknis Dinas ESDM 
Sulteng,” ucapnya.

Sementara itu Camat Pa-
lolo Muhammad Syukur 
menyebutkan munculnya 
air mengandung gas itu 
berawal dari lokasi proyek 
pengeboran air tanah oleh 
Dinas Pekerjaan Umum 
(PU) setempat.

“Awalnya itu dari pro-
yek pengaliran air tanah 
di dua titik tapi hanya satu 
titik yang mengeluarkan 
material gas sehingga kami 

buatkan aliran airnya ke 
drainase,” sebut Syukur.

Ia  menuturkan agar 
masyarakat tidak mende-
kati dan menghindari lokasi 
yang sudah dipasangi garis 
polisi tersebut.

“Masyarakat kami minta 
tidak mendekat ke lokasi 
demi keamanan,” ujarnya.

Keluarnya gas itu se-
benarnya terjadi setelah 
gempa di Sigi pada awal 

Juli 2026 kemarin tapi api 
yang keluar masih kecil saat 
dites. Dan saat Minggu ke-
marin dites kembali, apinya 
cukup besar dan videonya 
menjadi viral.

Pada video yang beredar, 
seorang warga mencoba 
menyodorkan api dari ko-
rek gas ke aliran air yang 
mengandung gas,  dan 
langsung memunculkan 
kobaran api. ANT

rintah daerah dalam mema-
suki tahapan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana.

Dalam arahannya, Wagub 
Reny menyampaikan bahwa 
masa transisi darurat secara 
resmi telah berakhir pada 31 
Juli 2026. 

Selanjutnya, penanganan 
bencana akan memasuki 
fase pemulihan dengan 
mengedepankan percepatan 
penyelesaian berbagai pe-
kerjaan yang masih berjalan.

“Hari ini masa transisi 
kita sudahi per tanggal 31 
Juli dan kita kembali ke 
kondisi normal. Namun, 
kami tetap melakukan pe-
mantauan dan evaluasi, 
khususnya di Kabupaten 
Sigi. Apabila ada hal-hal 
yang perlu dikoordinasikan, 

pemerintah provinsi tetap 
siap berkoordinasi dengan 
pemerintah kabupaten,” 
ujar Wagub.

I a  m e n e g a s k a n ,  b e -
rakhirnya masa transisi 
bukan berarti pemerintah 
berhenti melakukan pen-
dampingan.

Sejumlah program yang 
masih menjadi tanggung 
jawab pemerintah, terma-
suk pembangunan hunian 
sementara (huntara) dan 
penanganan dampak ben-
cana lainnya, akan terus 
dipantau hingga seluruh 
proses selesai.

“Pemerintah tetap memo-
nitor pembangunan huntara 
yang masih berlangsung. 
Hal-hal yang belum sele-
sai akan tetap kita kawal 

bersama agar masyarakat 
terdampak mendapatkan 
penanganan yang baik,” 
tegasnya.

Wagub menjelaskan, Ka-
bupaten Sigi menjadi wilay-
ah fokus utama dalam masa 
tanggap darurat dan transisi 
pemulihan karena menga-
lami dampak paling besar 
akibat gempa bumi yang 
terjadi pada 16 Juni 2026.

Karena itu, sinergi antara 
pemerintah provinsi, pe-
merintah kabupaten, BPBD, 
dan seluruh perangkat ter-
kait menjadi kunci dalam 
mempercepat pemulihan 
masyarakat terdampak.

Ia berharap seluruh pihak 
terus memperkuat koordi-
nasi dan memastikan proses 
pemulihan berjalan sesuai 

kebutuhan masyarakat, te-
rutama dalam pemenuhan 
hunian, pemulihan infra-
struktur, serta pemulihan 
kondisi sosial ekonomi war-
ga.

“Yang terpenting adalah 
bagaimana kita bersama-sa-
ma memastikan masyarakat 
terdampak dapat kembali 
menjalani kehidupan den-
gan aman dan lebih baik,” 
tambahnya.

Turut hadir dalam rapat 
tersebut Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Ir. Asbudiyanto, Ke-
pala BPBD Kabupaten Sigi, 
Perwakilan BNPB Prov.Su-
lawesi Tengah, serta kepala 
perangkat daerah terkait 
lingkup Pemerintah Pro-
vinsi Sulawesi Tengah. *WAN

mencocokkannya dengan 
kondisi di lapangan.

“Pekan depan pimpinan 
dan anggota Komisi III akan 
turun langsung ke PT CPM 
untuk menindaklanjuti adu-
an masyarakat,” ujarnya 
kepada awak media.

Menurutnya, terdapat 
tiga persoalan utama yang 
menjadi perhatian DPRD 
dalam pengawasan ter-
hadap operasional PT CPM.

Persoalan pertama ber-
kaitan dengan kontribusi 
perusahaan terhadap PAD. 

Komisi III menilai kontri-
busi PT CPM kepada daerah 
perlu dievaluasi agar sesuai 
dengan ketentuan yang ber-
laku. 

M e n g a c u  p a d a  U n -
dang-Undang Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Pertam-
bangan Mineral dan Batub-
ara serta Peraturan Daerah 
Sulawesi Tengah Nomor 
1 Tahun 2026, perusahaan 
pertambangan diwajibkan 
memberikan kontribusi dari 
keuntungan bersih kepada 
pemerintah daerah.

“Dengan luas wilayah 
Kontrak Karya PT CPM yang 
mencapai sekitar 85.180 hek-
tare dan mencakup wilayah 
Sulawesi Tengah serta Sula-
wesi Selatan, kami menilai 
potensi penerimaan daerah 
dari sektor tersebut sehar-
usnya dapat lebih optimal,” 
ungkap Safri.

Ia menegaskan, Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah tidak boleh bersi-
kap pasif dalam mengawal 
pemanfaatan sumber daya 
alam tersebut.

 Menurutnya, keberadaan 
Izin Usaha Pertambangan 
Khusus (IUPK) PT CPM 
harus memberikan manfaat 
yang nyata bagi daerah, 
bukan hanya menghasilkan 
keuntungan bagi perusa-
haan.

“Jangan sampai Sulawesi 
Tengah hanya menerima 
dampak lingkungan dan 
risiko pertambangan, tetapi 
manfaat ekonominya tidak 
kembali kepada daerah. 
Gubernur harus memastikan 
IUPK PT CPM benar-be-
nar memberikan kontribusi 

maksimal terhadap PAD 
dan kesejahteraan masyara-
kat,” tegas Ketua Fraksi PKB 
DPRD Sulawesi Tengah itu.

P e r s o a l a n  k e d u a 
menyangkut keamanan 
aktivitas tambang bawah 
tanah (underground mi-
ning). DPRD menerima 
kekhawatiran masyarakat 
mengenai potensi dampak 
kegiatan penambangan ter-
hadap kawasan yang berada 
di sekitar jalur sesar aktif, 
seperti Sesar Palu-Koro, 
Sausu, dan Poso.

Safri mengingatkan bah-
wa rencana operasi tam-
bang bawah tanah harus 
diperlakukan sebagai isu 
strategis yang memerlukan 
pengawasan ekstra dari 
pemerintah. 

Menurutnya, tanpa kaji-
an yang komprehensif dan 
pengawasan yang ketat, 
aktivitas tersebut berpotensi 
menjadi “bom waktu” bagi 
Kota Palu.

“Jangan hanya melihat 
emas yang ada di perut 
bumi. Pemerintah juga har-
us melihat potensi risiko 
yang ikut terkandung di 
dalamnya. Kalau aspek ke-
selamatan, lingkungan, dan 
mitigasi bencana tidak di-
pastikan sejak awal, ini bisa 
menjadi bom waktu bagi 
Kota Palu,” katanya.

Ia menjelaskan, operasi 
tambang bawah tanah me-
miliki tingkat risiko yang 
jauh lebih tinggi dibanding-
kan tambang terbuka. Ka-
rena itu, seluruh tahapan 
perencanaan hingga pe-
laksanaannya harus diawasi 
secara ketat dan tidak hanya 
bergantung pada laporan 
perusahaan.

Sebagai pembelajaran, 
Safri menyinggung insiden 
tambang bawah tanah di 
area operasional PT Freeport 
Indonesia, Grasberg Block 
Cave (GBC), Papua Tengah, 
pada 2025 yang mengakibat-
kan tujuh pekerja meninggal 
dunia setelah terjebak akibat 
luncuran material basah.

“Saya tidak mengatakan 
kondisi di Palu sama dengan 
yang terjadi di Freeport. 
Namun, peristiwa itu men-

unjukkan bahwa kecelakaan 
di tambang bawah tanah 
bisa berakibat fatal. Kare-
na itu harus ada verifikasi 
lapangan, audit independen, 
inspeksi rutin, dan keter-
bukaan informasi kepada 
publik agar setiap potensi 
risiko dapat diantisipasi 
sejak dini,” ujarnya.

Persoalan ketiga berkaitan 
dengan dugaan pencemaran 
lingkungan. DPRD akan 
menelusuri dugaan pence-
maran udara dan paparan 
merkuri di sekitar area tam-
bang yang mencuat setelah 
adanya laporan masyarakat 
serta beredarnya sejumlah 
video di media sosial.

Safri menilai, pengawasan 
lingkungan tidak cukup 
hanya melalui laporan pe-
rusahaan, tetapi harus di-
dasarkan pada pelaksanaan 
Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) yang 
benar-benar dijalankan se-
suai ketentuan.

“AMDAL jangan hanya 
menjadi syarat administrasi. 
Pemerintah harus memasti-
kan seluruh potensi dampak 
terhadap sumber air tanah, 
kualitas udara, stabilitas 
geologi, hingga keselamatan 
masyarakat telah dikaji se-
cara ilmiah dan seluruh 
rekomendasinya dijalankan 
oleh perusahaan,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah 
membuka informasi men-
genai pelaksanaan AMDAL 
kepada publik sebagai ben-
tuk transparansi dan akun-
tabilitas.

“Kalau memang hasil ka-
jiannya menyatakan aman, 
pemerintah harus berani 
menyampaikan kepada 
masyarakat. Tetapi kalau 
masih ada potensi risiko 
yang belum terjawab, jangan 
dipaksakan hanya karena 
alasan investasi,” katanya.

Menurut Safri, Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Ten-
gah dan Pemerintah Kota 
Palu memiliki tanggung 
jawab besar memastikan 
seluruh tahapan menuju 
operasi tambang bawah 
tanah memenuhi standar 
keselamatan kerja, perlin-

dungan lingkungan, serta 
mitigasi kebencanaan.

Selain itu, pemerintah 
harus memastikan aktivitas 
pertambangan tidak men-
gancam keberadaan sumber 
air tanah, tidak mengganggu 
stabilitas geologi, serta tidak 
membahayakan masyarakat 
yang tinggal di sekitar ka-
wasan tambang.

“Kalau pemerintah me-
milih diam, maka peme-
rintah ikut menanggung 
risiko apabila di kemudian 
hari muncul persoalan. Gu-
bernur tidak boleh diam. 
Pemerintah provinsi har-
us hadir mengawal aspek 
keselamatan, pelaksanaan 
AMDAL, perlindungan ling-
kungan, sekaligus memas-
tikan daerah memperoleh 
manfaat ekonomi yang layak 
dari aktivitas pertambangan 
PT CPM,” kata Safri.

Karena itu, ia mendesak 
Gubernur Sulawesi Tengah 
dan Wali Kota Palu segera 
membentuk tim terpadu 
yang melibatkan pemerin-
tah, akademisi, ahli geologi, 
ahli kebencanaan, pakar 
lingkungan, serta lembaga 
independen untuk mengkaji 
seluruh aspek teknis, ling-
kungan, dan kebencanaan 
sebelum operasi tambang 
bawah tanah dijalankan.

Menurut Safri, hasil kun-
jungan lapangan Komisi III 
nantinya akan menjadi dasar 
penyusunan rekomendasi 
DPRD kepada pemerintah 
daerah dan instansi ter-
kait, baik mengenai aspek 
lingkungan, keselamatan 
pertambangan, optimalisasi 
PAD, maupun tindak lan-
jut terhadap pelaksanaan 
AMDAL.

“Jangan menunggu sam-
pai muncul korban atau 
kerusakan lingkungan baru 
pemerintah bergerak. Prin-
sip kehati-hatian harus di-
kedepankan karena yang 
dipertaruhkan bukan hanya 
investasi, tetapi keselamatan 
masyarakat, keberlanjutan 
lingkungan, dan hak masy-
arakat Sulawesi Tengah 
memperoleh manfaat dari 
kekayaan alamnya,” pung-
kas Safri. *WAN

Hanya mereka yang ter-
papar zat methamphetami-
ne (meth) dan amphetami-
ne (amph) yang akan diu-
sulkan mengikuti program 
rehabilitasi.

“ K a m i  a k a n  s e l a l u 
menyampaikan kepada 
ASN yang ada agar tidak 
menggunakan narkoba. 
Mudah-mudahan ini jadi 
pembelajaran dan kami 
juga berharap seluruh ASN 
di Kabupaten Parigi Mou-
tong tidak menggunakan 
barang haram tersebut,” 
ujar Abdul Sahid saat 
konferensi pers bersama 
BNN Poso di Kantor Bupa-
ti Parigi Moutong, Senin 
(3/8/2026).

Ia menjelaskan, pemerin-
tah daerah telah menyiap-
kan dua alternatif pelaksa-
naan rehabilitasi, yakni di-
lakukan di Parigi Moutong 
atau dirujuk ke Kabupaten 
Poso, bergantung pada ke-
sepakatan dan mekanisme 
yang ditetapkan. 

Menurutnya, sanksi ad-
ministratif maupun disiplin 
tidak serta-merta dijatuh-
kan, melainkan didahului 

dengan kesempatan men-
gikuti rehabilitasi.

“Ada tahapannya. Sete-
lah dilakukan rehab dan 
mereka tidak mempeduli-
kan tentang ini, berarti ada 
sanksi. Yang memberikan 
sanksi itu adalah pihak 
yang berwajib,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala 
BNN Poso, AKBP Pradip-
tya Mahayana mengung-
kapkan hasil pemeriksaan 
menunjukkan 12 orang 
positif methamphetamine, 
tujuh orang positif me-
thamphetamine dan amp-
hetamine, serta tiga pelajar 
juga terdeteksi positif ke-
dua zat tersebut. 

Kelompok inilah yang 
menjadi prioritas untuk 
diusulkan menjalani reha-
bilitasi.

Adapun sembilan peserta 
lainnya dinyatakan positif 
mengandung zat benzodia-
zepin (benzo).

Dari jumlah tersebut, 
satu orang merupakan ang-
gota DPRD yang dapat 
menunjukkan resep dokter 
sebagai dasar penggunaan 
obat untuk kepentingan 

pengobatan penyakit ter-
tentu.

“Ada satu yang positif zat 
benzo. Beliau bisa menun-
jukkan resep dokter karena 
sedang menderita suatu 
penyakit,” jelas Praditya.

BNN Poso juga mencatat 
bahwa pengguna zat ben-
zodiazepin didominasi oleh 
perempuan. Meski demiki-
an, pihaknya tidak merinci 
jabatan maupun golongan 
ASN yang terjaring karena 
pendataan hanya difokus-
kan pada identitas peserta 
tes yang berasal dari unsur 
PPPK, pejabat eselon II, III, 
IV, anggota DPRD, hingga 
pelajar.

Hasil tes urine tersebut 
menjadi peringatan bagi se-
luruh aparatur pemerintah 
agar menjauhi penyalah-
gunaan narkoba. 

Di sisi lain, Pemkab Pa-
rigi Moutong menegaskan 
komitmennya mengede-
pankan pembinaan dan 
pemulihan, sembari tetap 
membuka ruang peneg-
akan sanksi bagi mereka 
yang mengabaikan proses 
rehabilitasi. AJI

SULTENG RAYA  - Wakil Bupati Moro-
wali Utara, Djira K memimpin Rapat Koor-
dinasi Monitoring, Controlling, Surveillance 
for Prevention (MCSP) Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) Kabupaten Morowali 
Utara Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil 
Bupati Morowali Utara, Jumat (31/7/2026). 

Rapat tersebut digelar sebagai tindak 
lanjut atas Rapat Koordinasi Pencegahan 
Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi 
Sulawesi Tengah yang berlangsung di 
Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 29 
Juli 2026 dan diikuti oleh Bupati Morowali 
Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini me-
rupakan tindak lanjut arahan Bupati Mo-
rowali Utara kepada seluruh organisasi 
perangkat daerah (OPD) yang menjadi 
penanggung jawab area intervensi MCSP 
agar segera menyelaraskan langkah, 
mempercepat pemenuhan indikator, serta 
memperkuat komitmen dalam upaya pen-
cegahan korupsi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Morowali Utara.

Rapat diikuti jajaran organisasi pe-
rangkat daerah (OPD) yang membidangi 
area intervensi MCSP KPK, administrator 
MCSP Kabupaten Morowali Utara, Penyu-
luh Antikorupsi, serta admin atau operator 
MCSP dari masing-masing OPD.

Dalam rapat tersebut dibahas pelaksanaan 
Program Pencegahan Korupsi Pemerintah 
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 
melalui instrumen Monitoring, Controlling, 
Surveillance for Prevention (MCSP) yang di-
kembangkan KPK sebagai sistem pemantau-
an dan penguatan tata kelola pemerintahan. 

Pembahasan difokuskan pada perce-
patan pemenuhan indikator di setiap 
area intervensi, peningkatan koordinasi 
antarperangkat daerah, serta penyamaan 
persepsi terhadap langkah-langkah yang 
harus segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya, pada 29 Juli 2026, Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar 
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pe-

merintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Ten-
gah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. 

Forum tersebut diikuti para kepala dae-
rah se-Sulawesi Tengah, termasuk Bupati 
Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson 
Hehi, MARS, sebagai bagian dari upaya 
memperkuat sinergi pemerintah daerah 
dengan KPK dalam meningkatkan kualitas 
tata kelola pemerintahan, transparansi, 
akuntabilitas, serta optimalisasi pelaksa-
naan MCSP di masing-masing daerah.

Wakil Bupati H. Djira K. menegaskan bah-
wa hasil rapat di tingkat provinsi harus se-
gera diterjemahkan ke dalam langkah nyata 
di tingkat kabupaten agar target pelaksanaan 
MCSP dapat tercapai sesuai ketentuan.

“Bapak Bupati mengarahkan agar se-
luruh perangkat daerah memberikan per-
hatian serius terhadap pelaksanaan MCSP 
KPK. Karena itu, saya meminta setiap 
OPD memperkuat koordinasi, melengkapi 
seluruh indikator yang menjadi tanggung 
jawabnya, dan memastikan seluruh tindak 
lanjut dilaksanakan tepat waktu. Pencega-
han korupsi harus dimulai dari tata kelola 
pemerintahan yang transparan, akuntabel, 
dan berintegritas,” kata H. Djira K.

Ia menambahkan, sesuai arahan Bupati 
Morowali Utara, pemerintah daerah akan 
kembali menggelar rapat lanjutan pada pe-
kan depan untuk mengevaluasi progres tin-
dak lanjut setiap perangkat daerah terhadap 
hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi. 

Evaluasi tersebut diharapkan mampu 
memastikan seluruh indikator MCSP KPK 
Tahun 2026 dapat dipenuhi sesuai target dan 
batas waktu yang telah ditetapkan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 
menegaskan komitmennya untuk terus 
memperkuat tata kelola pemerintahan 
yang bersih dan berintegritas melalui im-
plementasi MCSP KPK secara konsisten, 
sebagai bagian dari upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dan mewujud-
kan pemerintahan yang akuntabel. VAN
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Kegiatan bertema "Me-
numbuhkan Budaya Aka-
demik yang Berkarakter, 
Berintegritas, Kolaboratif, 
dan Berdampak Menuju 
Indonesia Emas 2045" itu 
dibuka langsung oleh Rektor 
Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, 
S.T., M.T.

Silaturahmi akademik 
tersebut diikuti mahasiswa 
baru dari 20 program studi 
magister dan doktor yang 
berada di bawah Pascasar-
jana, Fakultas Hukum, Fa-
kultas Pertanian, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendi-
dikan (FKIP), serta Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pen-
getahuan Alam (FMIPA).

Kegiatan juga menghadir-
kan Direktur Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masy-
arakat Direktorat Jenderal 
Riset dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan 
Tinggi, Sains, dan Teknologi 
RI, Prof. apt. I Ketut Ad-
nyana, M.Si., Ph.D., sebagai 
narasumber utama.

Ketua Panitia, Dr. Hasdin, 
S.Pd., M.Pd., mengatakan si-
laturahmi akademik menja-
di langkah awal bagi maha-
siswa baru untuk mengenal 
budaya akademik sekaligus 
membangun jejaring ilmiah 
lintas disiplin.

"Peserta berasal dari 20 
program studi magister dan 
doktor. Melalui kegiatan 
ini kami berharap lahir je-
jaring akademik yang kuat, 
kolaborasi lintas disiplin, 

DIREKTORAT Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Te-
knologi RI, Prof. apt. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D saat menjadi sebagai narasumber utama pada 
Silaturahmi Akademik Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2026 di Best 
Western Plus Coco Palu, Minggu (2/8/2026). FOTO: HUMAS

Pascasarjana Untad Perkuat Budaya 
Akademik Berintegritas dan Kolaboratif

SULTENG RAYA – Pascasarjana Universitas 
Tadulako (Untad) menggelar Silaturahmi 
Akademik Mahasiswa Baru Program Magis-
ter dan Doktor Tahun Akademik 2026 di Best 
Western Plus Coco Palu, Minggu (2/8/2026).

serta semangat menghasil-
kan penelitian dan inovasi 
yang memberi manfaat bagi 
Universitas Tadulako, daer-
ah, bangsa, hingga dunia," 
ujarnya.

Direktur Pascasarjana 
Untad, Prof. Dr. Ir. I Wa-
yan Sutapa, M.Eng., menje-
laskan rangkaian orientasi 
akademik telah dimulai 
sehari sebelumnya melalui 
sosialisasi kurikulum di 
masing-masing program 
studi dan pengenalan Sistem 
Informasi Akademik (SIGA). 
Menurutnya, pembekalan 
tersebut penting agar ma-
hasiswa memahami sistem 
pembelajaran dan tata kelola 
akademik sejak awal perku-
liahan.

Ia menegaskan Pascasar-
jana Untad terus melakukan 
pembenahan tata kelola aka-
demik melalui penyempurn-
aan kurikulum, penyesuaian 
beban studi, serta penguatan 
sistem administrasi agar 
proses pendidikan berjalan 
lebih efektif, transparan, dan 

sesuai regulasi.
"Kami ingin memastikan 

seluruh proses akademik 
berjalan lebih tertib dan 
transparan. Kurikulum terus 
kami benahi, sistem admi-
nistrasi kami sesuaikan, dan 
jurnal-jurnal Pascasarjana 
kami aktifkan kembali agar 
menjadi wadah publikasi 
ilmiah mahasiswa tanpa 
mengesampingkan integri-
tas akademik," kata Prof. 
Wayan.

Selain mengaktifkan kem-
bali jurnal yang telah ada, 
Pascasarjana Untad juga 
menyiapkan pembentukan 
jurnal baru pada bidang 
ilmu yang belum memiliki 
media publikasi. Upaya 
tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan produktivitas 
riset dan kualitas luaran 
akademik mahasiswa.

Prof. Wayan juga mengin-
gatkan pentingnya kedisi-
plinan dalam menjalankan 
seluruh proses akademik. 
Menurutnya, seluruh maha-
siswa memiliki kedudukan 
yang sama dalam mema-
tuhi aturan administrasi, 
jadwal pelayanan, maupun 
ketentuan akademik yang 

berlaku, tanpa memandang 
latar belakang profesi atau 
jabatan.

Sementara itu, Rektor 
Untad Prof. Amar mene-
gaskan bahwa pendidikan 
pascasarjana tidak hanya 
berorientasi pada perolehan 
gelar akademik, tetapi juga 
menjadi wahana memper-
dalam ilmu pengetahuan, 
memperkuat kapasitas kepe-
mimpinan, mematangkan 
intelektualitas, serta mem-
bentuk karakter akademisi 
yang bertanggung jawab.

Ia menyebut Program 
Pascasarjana merupakan 
marwah utama sebuah per-
guruan tinggi sehingga se-
luruh penyelenggaraan pen-
didikan harus memenuhi 
standar akademik, termasuk 
penyelesaian studi sesuai 
ketentuan guna menjaga 
mutu lulusan dan reputasi 
institusi.

Dalam sambutannya, Rek-
tor juga mengaitkan tema 
kegiatan dengan semangat 
Dies Natalis ke-45 Universi-
tas Tadulako melalui akro-
nim KITA, yakni Kolabo-
ratif, Inovatif, Transforma-
tif, dan Adaptif, serta nilai 

UNTAD yang dimaknai 
sebagai Unggul, Tangguh, 
dan Adaptif.

Menurutnya, nilai-nilai 
tersebut menjadi fondasi 
dalam membangun budaya 
akademik yang mampu 
menjawab tantangan zaman 
sekaligus mendukung ter-
wujudnya Indonesia Emas 
2045.

"Pendidikan pascasarjana 
bukan sekadar mengejar 
gelar akademik, tetapi me-
rupakan proses pendalaman 
ilmu, penguatan kapasitas 
kepemimpinan, kematangan 
intelektual, serta pemben-
tukan karakter akademis 
yang bertanggung jawab. 
Manfaatkan perkemban-
gan teknologi, termasuk 
kecerdasan buatan, seca-
ra bijaksana sebagai pen-
dukung pembelajaran dan 
penelitian, namun tetap 
menjunjung tinggi integritas 
akademik, kejujuran ilmiah, 
dan menghindari plagiaris-
me," tegasnya.

Rektor juga mendorong 
mahasiswa aktif menghasil-
kan publikasi ilmiah, mengi-
kuti seminar dan konferensi 
ilmiah, serta membangun 

jejaring akademik yang lebih 
luas. Ia berharap penelitian 
yang dilakukan mahasiswa 
mampu menjawab berbagai 
kebutuhan pembangunan 
daerah sekaligus memberi-
kan kontribusi nyata bagi 
masyarakat.

Selain itu, Prof. Amar me-
nekankan pentingnya kola-
borasi lintas disiplin ilmu 
dalam menghasilkan solu-
si atas berbagai persoalan 
masyarakat. Mahasiswa 
pascasarjana, katanya, harus 
mampu menjadi agen trans-
formasi yang mengintegrasi-
kan ilmu pengetahuan, nilai 
kebangsaan, dan karakter 
yang kuat sebagai bekal 
mewujudkan visi Indonesia 
Emas 2045.

Menutup sambutannya, 
Rektor mengajak seluruh 
sivitas akademika Pascasar-
jana Universitas Tadula-
ko untuk terus bersinergi 
membangun lingkungan 
akademik yang kondusif, 
menghasilkan karya ilmiah 
berkualitas, serta menja-
ga marwah Pascasarjana 
Untad sebagai institusi yang 
unggul, tangguh, dan adap-
tif.*ENG

SULTENG RAYA– Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
membuka peluang kerja sama 
dengan Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Per-
tanahan Nasional (ATR/BPN) 
dalam pengembangan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Tematik 
yang berfokus pada penataan 
administrasi dan data pertana-
han di Sulawesi Tengah.

Peluang kolaborasi tersebut 
dibahas dalam pertemuan 
antara Rektor Untad, Prof. Dr. 
Ir. Amar, S.T., M.T dengan Te-
naga Ahli Menteri ATR/BPN 
Bidang Ekonomi Pertanahan, 
Dedi Noor Cahyanto, didam-
pingi Kepala Kantor Wilayah 
BPN Provinsi Sulawesi Ten-
gah, Indera Imanuddin, S.H., 
M.H., QCRO, serta Kepala 
Bagian Tata Usaha Kanwil 
BPN Sulteng, Irma Winar-
mi S., S.H., M.H. Pertemuan 
berlangsung di Ruang Rektor 
Gedung Rektorat Untad, Rabu 

(29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Rek-

tor Untad menyampaikan 
gagasan penguatan pola KKN 
tematik yang lebih terarah 
dan berbasis kompetensi. 
Menurutnya, dosen pem-
bimbing perlu mendampingi 
mahasiswa sesuai bidang 
keahlian masing-masing agar 
program pengabdian mampu 
memberikan solusi yang le-
bih efektif terhadap berbagai 
persoalan di masyarakat, ter-
masuk di sektor pertanahan.

Prof. Amar juga menyoro-
ti pentingnya pembenahan 
data spasial dan administrasi 
pertanahan yang hingga kini 
masih menghadapi berba-
gai kendala, mulai dari keti-
daksesuaian batas wilayah, 
perbedaan data administratif 
dengan hasil pemetaan digi-
tal, hingga belum optimalnya 
informasi kepemilikan lahan.

"Pemanfaatan teknologi 

SULTENG RAYA-Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Palu, memperkuat pengem-
bangan wastra atau kain 
tradisional khas Kota Palu 
sebagai bagian dari upaya 
melestarikan budaya seka-
ligus memperkuat ekonomi 
kreatif daerah.

"Tentunya kerajinan tan-
gan kain tradisional Daun 
Kelor Kota Palu ke depan 
dapat semakin dikenal oleh 
masyarakat luas, baik di 
tingkat nasional maupun 
internasional melalui ke-
giatan Indonesia Fashion 
Week 2026," kata Ketua Tim 
Penggerak PKK Kota Palu 
Diah Puspita di Palu, Senin 
(3/8/2026).

Ia mengemukakan kei-
kutsertaan Kota Palu dalam 
ajang tersebut tidak hanya 
menjadi media promosi bu-
daya, tetapi juga membuka 
peluang yang lebih besar 
bagi para perajin lokal untuk 

meningkatkan kualitas pro-
duk. "Harapannya ini bisa 
memperluas jaringan pe-
masaran, serta memperkuat 
daya saing industri kreatif 
berbasis kearifan lokal di 
Kota Palu," ucapnya.

Ia menyebutkan terus 
mendorong inovasi dan 
pengembangan kriya daerah 
sehingga mampu menjadi 
identitas kebanggaan Kota 
Palu sekaligus memberikan 
dampak nyata terhadap 
peningkatan kesejahteraan 
para pelaku UMKM dan 
perajin lokal.

Menurut dia, salah satu 
kerajinan tangan tradisional 
yakni Busana Ulos Simetria 
yang memadukan kain Ulos 
dengan Tenun Palu Kriya-
wastra Daun Kelor menjadi 
simbol bahwa setiap wastra 
Nusantara memiliki karak-
ter, nilai, dan keindahan 
yang khas, namun tetap 
dapat berpadu harmonis 

SULTENG RAYA – Pe-
merintah Kota Palu men-
dorong pelajar menjadi ge-
nerasi yang literat, kreatif, 
dan cakap digital melalui 
kegiatan Kemah Pustaka 
Budaya Tingkat SMP/MTs 
Negeri dan Swasta se-Kota 
Palu yang digelar Dinas 
Kearsipan dan Perpusta-
kaan Kota Palu di Aula 
Dinas Kearsipan dan Per-
pustakaan Kota Palu, Jumat 
(31/7/2026).

Kegiatan bertema "Me-
numbuhkan Kreativitas dan 
Cakap Digital di Kalangan 
Pelajar" itu dibuka secara 
resmi oleh Wali Kota Palu 
yang diwakili Staf Ahli Bi-
dang Infrastruktur dan Ling-
kungan Setda Kota Palu, 
Moh. Fahri, SE., M.Si.

Dalam sambutannya, 
Moh. Fahri mengapresiasi 
Dinas Kearsipan dan Per-
pustakaan Kota Palu yang 
telah menyelenggarakan 
kegiatan sebagai wadah 
pembinaan karakter, pen-
guatan budaya literasi, serta 
peningkatan kompetensi 

digital bagi pelajar.
Ia mengatakan, di ten-

gah pesatnya perkemban-
gan teknologi, kemampuan 
membaca dan menulis saja 
tidak lagi memadai. Genera-
si muda juga harus memiliki 
kreativitas, kemampuan ber-
pikir kritis, kecakapan me-
milah informasi, serta mam-
pu memanfaatkan teknologi 
digital secara cerdas, bijak, 
dan bertanggung jawab.

"Melalui Kemah Pustaka 
Budaya ini, para pelajar 
tidak hanya diajak untuk se-
makin mencintai buku dan 
budaya bangsa, tetapi juga 
dibentuk menjadi generasi 
yang adaptif terhadap per-
kembangan teknologi tanpa 
meninggalkan jati diri serta 
nilai-nilai budaya lokal," 
kata Fahri.

Ia mengajak seluruh pe-
serta memanfaatkan kegi-
atan tersebut sebagai ruang 
belajar, berdiskusi, berkola-
borasi, dan saling meng-
inspirasi. Para pelajar juga 
didorong untuk terus me-
numbuhkan budaya mem-

PARA pelajar di Kota Palu tengah mendengar arahan pada pem-
bukaan Kemah Pustaka Budaya Tingkat SMP/MTs Negeri dan 
Swasta se-Kota Palu. FOTO: IST

Pemkot Palu Dorong Pelajar Jadi 
Generasi Literat dan Cakap Digital

baca, berkarya, dan berin-
ovasi, serta memanfaatkan 
media digital sebagai sarana 
menghasilkan karya-karya 
positif yang membanggakan 
sekolah, keluarga, maupun 
Kota Palu.

Selain itu, Fahri berha-
rap peserta Kemah Pusta-
ka Budaya dapat menja-
di duta literasi di sekolah 
masing-masing dengan 
mengajak teman-temannya 
gemar membaca, mencintai 
perpustakaan, melestari-
kan budaya daerah, serta 
memanfaatkan teknologi 
digital untuk kegiatan yang 
produktif.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Fahri menegaskan 
komitmen Pemerintah Kota 
Palu dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya ma-
nusia melalui berbagai pro-
gram pendidikan, literasi, 
dan penguatan karakter.

"Pemerintah Kota Palu 
percaya bahwa generasi 
muda yang gemar memba-
ca, kreatif, berbudaya, dan 
cakap digital merupakan 
fondasi utama dalam me-
wujudkan Kota Palu yang 
maju, berdaya saing, dan 
berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh 
elemen masyarakat, mulai 
dari sekolah, orang tua, 
komunitas literasi hingga 
masyarakat luas, untuk te-
rus bersinergi membangun 
ekosistem literasi yang kuat 
sehingga anak-anak Kota 
Palu tumbuh menjadi gene-
rasi yang cerdas, berintegri-
tas, dan siap menghadapi 
tantangan masa depan.

Melalui kegiatan Kemah 
Pustaka Budaya tersebut, 
Pemerintah Kota Palu ber-
harap lahir generasi pelajar 
yang literat, kreatif, berbu-
daya, dan memiliki keca-
kapan digital sebagai bekal 
menghadapi perkembangan 
zaman.ENG

REKTOR Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T saat berbincang den-
gan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, 
Dedi Noor Cahyanto. FOTO: HUMAS

Untad dan ATR/BPN Bahas Kolaborasi KKN Tematik
menjadi kunci untuk meng-
hasilkan data pertanahan 
yang akurat sehingga dapat 
menjadi dasar pengambilan 
kebijakan pembangunan dae-
rah," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, 
Tenaga Ahli Menteri ATR/
BPN Bidang Ekonomi Per-
tanahan, Dedi Noor Cahyanto, 
mengatakan Kementerian 
ATR/BPN tengah mengem-
bangkan program KKN Te-
matik berbasis kolaborasi 
dengan perguruan tinggi. 
Program tersebut ditujukan 
untuk mempercepat digitali-
sasi data pertanahan sekaligus 
meningkatkan literasi masya-
rakat mengenai administrasi 
pertanahan dan legalitas aset.

Menurut Dedi, mahasiswa 
yang terlibat akan berasal dari 
program studi yang memiliki 
kompetensi relevan, seperti 
Teknik Sipil, Teknik Geo-
desi, Geografi, Perencanaan 
Wilayah dan Kota (PWK), 
serta disiplin ilmu lain yang 
mendukung pemetaan spa-
sial. Sebelum diterjunkan ke 
lapangan, mahasiswa akan 
mendapatkan pembekalan 
teknis maupun nonteknis dari 
Kementerian ATR/BPN.

Dalam pelaksanaannya, 
mahasiswa tidak hanya me-
lakukan pemetaan bidang 
tanah secara digital, tetapi juga 
menginventarisasi informasi 
mengenai status kepemilikan, 
penguasaan, penggunaan, 
dan pemanfaatan lahan. Data 
tersebut selanjutnya diunggah 
ke sistem ATR/BPN untuk 
diverifikasi dan diintegrasi-
kan ke dalam platform digi-
tal Bumi ATR sebagai basis 

informasi pertanahan yang 
lebih transparan dan mudah 
diakses.

Selain mendukung pen-
gumpulan data, mahasiswa 
juga akan berperan sebagai 
agen edukasi kepada masya-
rakat. Mereka akan membe-
rikan pemahaman mengenai 
layanan digital ATR/BPN, 
termasuk pemanfaatan plat-
form Bumi ATR dan aplikasi 
Sentuh Tanahku untuk men-
gakses informasi kepemilikan 
dan data bidang tanah secara 
lebih mudah.

Program tersebut diharap-
kan mampu meningkatkan 
kesadaran masyarakat ter-
hadap pentingnya legalitas 
aset sekaligus meminimalkan 
potensi sengketa pertanahan.

Dalam pertemuan itu juga 
dibahas mekanisme pelaksa-
naan program secara ber-
tahap dengan menetapkan 
wilayah prioritas. Pendekatan 
tersebut dinilai lebih efektif 
dibandingkan penyebaran 
mahasiswa ke banyak lokasi 
sekaligus, sehingga penataan 
data pertanahan di setiap 
kelurahan dapat diselesaikan 
secara menyeluruh sebelum 
diperluas ke wilayah lainnya.

Melalui sinergi antara Uni-
versitas Tadulako dan Kemen-
terian ATR/BPN, KKN Tema-
tik diharapkan tidak hanya 
menjadi sarana pembelajaran 
bagi mahasiswa, tetapi juga 
memberikan kontribusi nyata 
dalam mendukung penataan 
data pertanahan, meningkat-
kan transparansi informasi 
spasial, serta memperkuat tata 
kelola pertanahan di Provinsi 
Sulawesi Tengah.*ENG

KETUA Tim Penggerak PKK Kota Palu Diah Puspita (kanan) menjadi 
narasumber di Indonesia Fashion Week 2026 dengan memperkenal-
kan Kriyawastra Daun Kelor Palu. FOTO: ANT/HO-PEMKOT PALU

Pemkot Palu Kembangkan Wastra Khas 
Guna Perkuat Ekonomi Kreatif

tanpa kehilangan identitas 
masing-masing.

"Setiap helai kain bukan 
sekadar karya, tetapi juga 
menyimpan cerita, nilai 
budaya, dan dedikasi para 
perajin yang patut kita apre-
siasi," sebutnya.

Diah mengatakan setiap 
helai kain tradisional tidak 
hanya memiliki nilai este-
tika, namun menyimpan 
cerita, filosofi, serta dedikasi 
para perajin yang telah men-
jaga warisan budaya dari 
generasi ke generasi.*ANT


